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Permasalahan yang dihadapi dalam penelitieadalah bagaimana upaya
peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam mengri@ndapatan Asli Daerah
dan bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburda fghun anggaran 2007-
2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikian menganalisis upaya
dinas pendapatan Kota Batu dalam rangka peningketa@rimaan pajak hiburan,
mendeskripsikan dan menganalisis realisasi penarirpajak hiburan pada tahun
anggaran 2007 sampai dengan 2010.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi adalah menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.usottalam penelitian ini adalah
1) upaya yang dilakukan dinas pendapatan Kota Balam rangka peningkatan
penerimaan pajak hiburan yang meliputi intensifikatan ekstensifikasi
pemungutan pajak hiburan, 2) realisasi penerimagakphiburan pada tahun
anggaran 2007-2010.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kofatu Bdalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui siftsasi dan ekstensifikasi
pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan adengaik dengan
menggunakan berbagai aspek sarana yang dimilikidpaya intensifikasi yang
dilakukan adalah pendaftaran dan pendataan obyekwdgib pajak; sistem
penetapan target penerimaan pajak hiburan; peminjaarif pajak hiburan;
pengawasan pajak hiburan, upaya ekstensifikasipuotelipenambahan wajib
pajak.

Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajdkutan selama empat tahun
terakhir realisasi pajak hiburan Kota Batu padaiaanggaran 2007-2010, yaitu
setiap tahun rata-rata 114,69%-69,15%. Kontribagkp hiburan terhadap pajak
daerah rata-rata sebesar 24,03%-29,03% setiapngdusedangkan kontribusi
pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah setafempat) tahun terakhir
yaitu tahun 2007-2010 adalah rata-rata sebesa®®1E360%. Prosentase setiap
tahunnya baik penerimaan pajak hiburan, kontribagk hiburan terhadap Pajak
Daerah, dan kontribusi pajak hiburan terhadap Reatda Asli Daerah selalu
mengalami kenaikan dan penurunan dalam 4 (emgath teerakhir ini.
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The problems those are faced in thisysaré: how is the effort to increase
the acceptance of entertainment tax in supportiegrégional revenue? and how
is the realization of the entertainment tax acaeg#an the fiscal year of 2007-
201072 This study is aimed to describe and anahazefforts of revenue service in
Batu city in order to increase the acceptance ef éhtertainment tax; and to
describe and analyze the realization of the entenint tax acceptance in the
fiscal year of 2007-2010.

The research method used in this study is deseiptiethod by using
qualitative approach. The focuses in this study(hy¢he efforts conducted by the
revenue service of Batu city in order to incredsedntertainment tax acceptance
including the intensification and extensificatiam ¢ollecting the entertainment
tax, (2) the realization of the entertainment tageptance in the fiscal year of
2007 until 2010.

In general, the efforts conducted by the Revenugi&eof Batu City in
order to increase the acceptance of the entertaintag through intensification
and extensification of collecting the entertainmt runs well by using many
tool aspects. The intensification efforts which atene are registering and
collecting the data of the entertainment object @nredtax payer; determining the
target system of the entertainment tax acceptasueEwing the entertainment tax
fare; monitoring the entertainment tax. Next, thensification efforts are adding
the tax payer.

The result of the entertainment tax collectionhe tatest four years, the
realization of the entertainment tax of Batu citythe fiscal year of 2007-2010 is
the average of 114,69%-69,15% in each year. Thertamiment tax contribution
toward the regional tax is in the average of 24,2®03% in each year, while
the entertainment tax contribution toward the reglaevenue in the latest four
year of 2007-2010 is in the average of 9,13%-15,6U%@ percentage in each
year in the entertainment tax acceptance, theibaotivn of the entertainment tax
toward the regional tax, and the contribution & #ntertainment tax toward the
regional revenue are always increasing and deagasithe latest four year.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian inteagbeimbangunan nasional
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daeralpeagaturan sumber daya
nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkdé&émokrasi dan
kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan yanasat menuju
masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi darpotisene.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai ewobsigemerintahan
Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna liasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan maayafdbagai daerah
otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungab ja
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasapkarsip-prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertaggawaban kepada
masyarakat. (Djumhana,40:2007)

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004htelgelaskan bahwa
Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan péamermn memiliki
hubungan dengan pemerintah pusat dan juga dengaeriReah Daerah yang
lainnya. Selain itu, terdapat pembagian urusan petakan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Peamei#erah memiliki
kewenangan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 20@&hyabutkan bahwa



“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ydugs, nyata dan
bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuoenggali
sumber keuangannya sendiri, yang didukung olehmbpamgan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah serta antargingirodan
kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam nsypmerintahan
daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintahpeierintahan
daerah adalah suatu system pembagian dalam rangkaamaan
penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertykdian potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran peatg®myelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Undang-Undamgprn32 tahun
2004).”

Dengan diselenggarakannya otonomi daerahaniemerintah Daerah
tidak dapat bergantung kepada pemerintah pusatateau dalam urusan
keuangan. Dalam otonomi daerah ini intervensi penadr usat ditekan
seminimal mungkin, agar Pemerintah Daerah dapatimatan dapat mencari
sumber pendapatan bagi daerahnya. Oleh karenaPé@merintah Daerah
mampu mencari sumber pendapatan yang terdapat eialdaya dan
mengembangkan serta memaksimalkan sumber-sumbeapan tersebut
agar mampu membiayai pengeluaran Pemerintah Da®edin itu, hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dengan daerab diéaksanakan secara
adil dan selaras.

Pelimpahan keuangan dari pemerintah pugasddee Pemerintah Daerah
sangat diperlukan karena tanpa pelimpahan keuamganomi daerah tidak
akan bisa berjalan. Dengan penyelenggaraan otodaerah secara mandiri
dan tidak terkecuali dalam urusan pendanaan pemhbang maupun

penyelenggaraan pemerintahan, yang semua itu meéwmarbiaya yang tidak

sedikit jumlahnya (Undang-Undang nomor 32 tahund200



Dalam pembiayaan penyelenggaraan otonommabda®emerintah Daerah
dituntut untuk mandiri dan harus mampu mencari msbmber pendapatan
bagi daerahnya, serta menggali potensi-potensi ydimiliki oleh daerah
tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membantuimggatkan penerimaan
daerah, sehingga penerimaan daerah tidak laginengyg kepada pemerintah
pusat. Walaupun dalam penyelenggaraannya, danariReaheDaerah masih
didukung oleh adanya Dana Perimbangan, PinjamanaBadan Dendapatan
Daerah Lain-lain yang Sabh.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang padimnya digali,
dikelola dan dimanfaatkan secara intensif oleh ngasiasing daerah adalah
sumber pendapatan yang termasuk dalam Pendapatdin Dasrah.
Pendapatan Asli daerah sangat diharapkan menjagiapgga utama untuk
membiayai kegiatan daerahnya, karena semakin bakgbktuhan daerah
yang dapat dibiayai dari hasil penerimaan pendapath daerah. Oleh karena
itu, Pendapatan Asli Daerah harus terus digalidie@embangkan untuk dapat
memperbesar dan  memaksimalkan  pendapatan  daerahganden
mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh @doer

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajakfh, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, damldia Pendapatan
Daerah. Dalam pemungutannya pajak dibagi menjadj daitu pajak yang
dipungut oleh propinsi dan pajak yang dipungut dtebupaten/kota . Pajak
kabupaten/kota merupakan pemasukan yang besasdtip kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pajak merupakan sumber pendapatag sangat potensial



untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan yangnjang Pendapatan
Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentaagpk Daerah dan
Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota terdiri gajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan,j@gajak pengambilan dan
pengelolaan bahan galian golongan C dan pajakrp&&ngertian dari pajak
hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonartupgikan, permainan, dan
atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut lzayar

Pajak hiburan merupakan salah satu poteesarbyang dimiliki oleh
pemerintah daerah Kota Batu. Pajak hiburan terbagijadi dua jenis yaitu
yang sifatnya permanen dan insidentil. Berbagaiamatempat wisata yang
termasuk dalam obyek pajak hiburan permanen demgar misalnya Gua
Cangar, Gua Tlengkung, Coban Rondo, Coban RaisarCdmalun, Tirta
Nirwana, Selecta, tempat pemandian air panas Camgaran Hutan Rakyat
Raden Suryo, Gunung Panderman, Kusuma Agrowisatarétum Sumber
Brantas, Paralayang, Jatim Park, Museum Satwa, Baht Spectacular.
Sedangkan obyek pajak hiburan insidentil biasargauga kegiatan konser
musik, pertandingan olahraga, pertunjukan kesahsanain sebagainya.

Banyaknya tempat-tempat hiburan tersebutipakan potensi yang baik
bagi pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan Peaidap Asli Daerah.
Kontribusi pajak hiburan merupakan salah satu se&tmnber penerimaan

Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar diantktergjak lainnya.



Tabel 1

Kontribusi Sumber-Sumber Penerimaan PendapatarDAsliah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010

Pendapatan Asli | Sumber-Sumber Penerimaan PAD  Kontribusi
Daerah (%)
(Rp) Jenis (Rp)

17.735.602.953,95 Pajak Hote 2.674.675.976,00 Q5,1
Pajak 535.866.990,00 3,02
Restoran
Pajak Hiburan| 2.766.190.750,00 15,6(
Pajak 465.643.756,00 2,63
Reklame
Pajak 2.873.808.486,0( 16,20
Penerangan
Jalan Umum
Pajak Parkir 213.040.000,00 1,20
Retribusi Jasg 1.802.926.688,0( 10,17
Umum
Retribusi Jasg 472.676.786,00 2,67
Usaha
Retribusi 1.202.462.300,0( 6,78
Perizinan
Tertentu
Penerimaan | 2.473.633.390,31 13,94
Jasa Giro
Pendapatan| 214.034.861,28 1,21
Denda dari
Keterlambatan
Pekerjaan
Pendapatan | 584.449.072,85 3,30
dari
Pengembalian
Pendapatan | 531.290.305,27 3,00
Lain-Lain

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.



Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa junpaherimaan pendapatan
asli daerah Kota Batu tahun anggaran 2010 sebgsat R735.602.953,95.
Dari jumlah ini kontribusi dari sektor pajak hibaorasebesar Rp.
2.766.190.750.00 dengan prosentase kontribusi aeth&50 %. Terlihat juga
bahwa pajak hiburan menempati posisi kedua terbesdelah pajak
penerangan jalan umum dalam kontribusi penerimaadapatan asli daerah.
Jumlah dan posisi kontribusi pajak hiburan ini teeangat potensial dalam
menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kdia Bka perhatian
terhadap usaha pemungutan pajak hiburan perluuttidatk agar penerimaan
dari sektor ini dapat dioptimalkan.

Namun kesadaran masyarakat untuk membayak pzasih relatif kecil.
Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa ragarbpajak tidak ada
manfaatnya, selain itu juga ada kurang kepercayaasyarakat kepada
pemerintah. Maraknya praktik korupsi,kolusi dan ategmme (KKN) yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah juga menjadi pbaip keengganan rakyat
untuk membayar pajak. Pajak adalah komponen peaanmegara terbesar
yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraamraegermasuk
pembangunan infrastruktur dan barang publik yangupakan kebutuhan
masyarakat. Di sisi lain, membayar pajak adalahaféan bagi setiap warga
negara.

Di samping itu rendahnya tingkat kesadaramgRin juga disebabkan
oleh kurang aktifnya aparat pajak untuk mensosisii@n makna pajak bagi

kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena Dinas Pendapatan



sebaiknya melakukan berbagai upaya mengoptimalipasidapatan dari
sektor pajak seperti misalnya pajak hiburan. Dalapaya peningkatan
penerimaan pajak hiburan diperlukan usaha yang tempaik memudahkan
dalam mencapai peningkatan pendapatan pajak hibsedingga diharapkan
hasil yang didapat dari pajak hiburan dapat memetawnet bahkan melebihi
target yang ditetapkan sehingga memberikan pengarhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan untuk mencapai target penerimagak phaiburan yang
maksimal sangatlah penting karena pajak hiburarupadan salah satu item
dari pajak daerah yang memberikan kontribusi cukwgsar terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu Pemerintata ®8atu dengan segala
inisiatif dan kreativitasnya perlu mengoptimalkastgmsi yang dimiliki untuk
meningkatkan sumber pendapatan daerah yang dipedale sektor pajak
hiburan.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, npakaulis tertarik untuk
meneliti tentang “Upaya Peningkatan Penerimaan kP&duran Dalam
Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pBdeas Pendapatan
Kota Batu)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebakampermasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan gabberikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Pendap&téa Batu

dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dalanunjeng PAD?



2. Bagaimana realisasi pajak hiburan Kota Batu tahuggaran 2007-
2010 ?
C. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis :
1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalaminggatan
penerimaan pajak hiburan.
2. Realisasi pajak hiburan Kota Batu selama kurun wako7-2010.
D. Kontribusi penelitian
Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari petagliini adalah:
1. Kontribusi Praktis
Sebagai referensi tambahan dan masukan bagi Peamebaerah dan
khususnya Pemerintah Daerah Kota Batu dalam meaikak
penerimaan PAD khususnya dalam penerimaan pajaikamb
2. Kontribusi Akademis
a. Memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan tdapa
bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu, yailmui
administrasi publik dalam lingkup administrasi Pemah Daerah.
b. Sebagai bahan pembanding atau referensi tambatspenelitian
serupa di masa yang akan datang.
E. Sistematika Penelitian
Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini terdiriidabab, yaitu:

« BAB | : PENDAHULUAN



Pada bab pendahuluan ini berisi tentangr ldt@lakang
penelitian, perumusan masalah yang ingin ditetitjuan dari
penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan uraian tinjauan atas kepustaka#n berisi teori
yang berhubungan dengan penelitian, baik yang memdu
maupun yang membandingkan, untuk kemudian dibusiriilan
dari teori yang telah dikaji.

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Adalah metode penelitian yang mengurai tentgenis
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus gdéi@®, lokasi dan
situs penelitian, penentuan jenis dan sumber da&nik

pengumpulan data, instrumen pengumpulan dan andbasa.

* BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan, menguraikariarign hasil
penelitian yang berupa data-data yang berhasil nojkikan
selama penelitian. Data yang terkumpul untuk setaga dianalisa
dan diintepretasikan. Analisa dari data tersebstugiin sebagai
hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dicapai desil analisis data

dan intepretasinya pada bab sebelumnya yang disgetegan

saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada iRt Kota



Batu maupun Dinas Pendapatan yang mengelola peaweatipajak

hiburan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 28ttdng Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah wekwenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengsemsliri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempadi sdengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahud gfftang Pemerintahan
Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wegeqgranerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengaturnt@mgurus urusan
pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Repuldinisia (NKRI).

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggameam pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomiud@s pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisdeam prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakskadnddndang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Ugd&amdang nomor 32
tahun 2004)

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi sdhasyya, kecuali urusan
pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sehmgsan Pemerintah
Pusat. Pemerintah Daerah berhak menetapkan perataesah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tpgasbantuan. Susunan
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan da@aahl dalam undang-

undang. Pemerintahan Daerah provinsi, daerah k#&mup#&ota memiliki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotmotanya dipilih



melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Watik masing-masing
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabnpdsa Kota dipilih
secara demokratis.

B. Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintahb8ldrahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah. “Keuangan daerahhadel@mua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan peatem daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnyalselgantuk kekayaan
daerah tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut untuk menciptakatu pemerintahan daerah
yang dapat melaksanakan otonomi dengan baik, na&karfkeuangan mutlak
diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomerada tidak dapat
dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daeradnd&idang keuangan,
karena kemampuan keuangan ini merupakan salah isdikator paling
penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daekduangan Daerah
merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengelmia mengurusnya,
bentuk Keuangan Daerah berupa uang untuk membsegala tugas dan

pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent®emerintah

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tgnRarimbangan



Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintaralDamenyatakan
bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahka
4. Lain-lain PAD yang sah
b. Dana Perimbangan terdiri dari :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
a. Pinjaman Daerah dan,

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahud Bffitang Pemerintahan
Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selpererimaan yang
diterima oleh Daerah Otonom baik berupa uang maijawang dalam jangka
waktu tertentu yang diperoleh dengan menggali ka&ay daerah dan
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bdustamg berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perunddaggan yang berlaku.

PAD sebagai sumber penerimaan daerah pemnlis witingkatkan agar
dapat menanggung sebagian beban belanja yang ulki@erl untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembamgamg setiap tahun



meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah ymmg, nyata dan

bertanggungjawab dapat dilaksnakan. Sebagaimanar di@lam pasal 6

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, sumber-sumbedapatan asli

daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undamghy nomor 33
tahun 2004)

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pguiamnya berdasarkan
Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubdhdang-Undang
nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dan bRstriDaerah.
Sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam RaraRemerintah
nomor 65 tentang Retribusi Daerah.

C. Perpajakan

1. Pengertian Pajak
Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 20@ang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebutlpagaalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi b&@an yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan D&da@ sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan baheid yang melekat pada

definisi pajak, adalah :



a. luran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negaia f@merintah pusat
maupun pemerintah daerah, iuran tersebut beruga(bakan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan keteritndang-Undang serta
aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksaka

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi darga¥g yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajakttthpat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluararepetah, yang bila
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakéuk umembiayai
public investment.

e. Pajak dapat pula mempunyai fungsi seldundgeter, yaitu mengatur
(Mardiasmo, 2006: 1)

2. Fungsi Pajak
Setelah mengetahui definisi-definisi tentang pajtas maka untuk lebih

memudahkan dalam mendapatkan gambaran jelas teptaak, berikutnya

adalah beberapa pendapat dan definisi mengenaisifymgjak. Menurut

Mardiasmo (2006:7-8) ada dua fungsi yaitu fungsddaier dan fungsi

pengturan



a. Fungsi budgeter sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluatdim maupun
pengeluaran pembangunan.
b. Fungsi pengaturan sebagai alat untuk mengatan aelaksanakan
kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnikertbkan pajak yang
tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras.
3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secanpogional agara tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemamuat Pemungutan
pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
a. Syarat keadilarEQuality)
b. Syarat yuridis
c. Syarat ekonomis
d. Syarafinancial
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7-8) dalam pemungu@jak terdapat 3 (tiga)
sistem pemungutan pajak yang dilakukan, yaitu :
a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang membervenang kepada
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yaotatey oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah :



1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangateruada pada
pemerintah.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keita pajak oleh

pemerintah.

b. Sef Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yanghbbee wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarpgjak yang

terutang. Ciri-cirinya adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terudegada wajib
pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyettan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yangbegmvewenang
kepada pihak ketiga ( bukan pemerintah dan bukgib wajak yang
bersangkuatan) untuk menetukan besarnya pajak t@otang oleh
wajb pajak. Cirri-cirinya adalah : wewenang menkatu besarnya
pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihéins@emerintah
dan wajib pajak.

5. Teori- teori yang Mendukung Pemungutan Pajak



Terdapat beberapa teori yang menjelaskan at@mber justifikasi
pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajekuiMt Mardiasmo
(2006:3-4)teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, hartadhesan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yabgrdtkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlinalutersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasapada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakisar kepentingan
seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak lgangs dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus samangarartinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masinggoremtuk mengukur
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasiian kekayaan yang
dimiliki seseorang.
2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnyatébbo materiil yang

harus dipenuhi.

d. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak padmungan rakyat dengan
negaranya. Sebaga warga Negara yang berbakti tiakyas selalu menyadari

bahwa pembayaran pajak adalahsebagai suatu kemajiba



e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadlilan terletak pada akibat pemumgupajak. Maksudnya
pemungutan pajak berarti menarik daya beli dariaturtangga masyarakat
untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akanyalurkannya
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaagid@eraan masyarakat.
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat dibtamakan.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun B8@@ng Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pagakalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi b&@an yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan baeag sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam .SBijak adalah iuran
wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleigyssa berdasarkan
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksingaibarang dan jasa-
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sehingga yang dimaksud Pajak Daerah adalabniyang dapat
dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atdah kepada daerah tanpa
timbale balik jasa secara langsung atau pajak yaavgenang pemungutannya
ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannykulkdita oleh Dinas

Pendapatan Daerah.

2. Jenis- Jenis Pajak Daerah



Jika dilihat dari pengelolaannya, Pajak Dhedibagi menjadi 2 (dua)
yaitu:
a. Pajak @erah yang dikelola oleh pemerintah provinsi (Daéragkat I).
Ada pun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintabrdh tingkat satu yang
terdiri dari :
1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di mfas a
2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor darekead di asas air,
3) Pajak bahan bakar bermotor, dan
4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah t@#araair permukaan.
a. Pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/Kad&rah Tingkat Il):
1) Pajak hotel
2) Pajak restoran
3) Pajak hiburan
4) Pajak reklame
5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galiamgaioC

7) Pajak parkir (Mardiasmo, 2006: 13)

3. Tarif Pajak Daerah
a. Tarif Pajak Provinsi (Daerah Tingkat I)
1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atastzsar 5 %
2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kemada atas air
sebesar 10%

3) Pajak bahan bakar bermotor sebesar 5%, dan



4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah taaataid permukaan

sebesar 20%

b. Tarif Pajak Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat Il)
1) Pajak hotel sebesar 10%
2) Pajak restoran sebesar 10%
3) Pajak hiburan sebesar 35%
4) Pajak reklame sebesar 25%
5) Pajak penerangan jalan sebesar 10%
6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galiamgafoC sebesar 20%

7) Pajak parkir sebesar 20% (Mardiasmo, 2006: 13)

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005: 239-240) sistem pemtary pajak daerah dapat
dibagi 2 (dua) yaitu:
a. System Official Assesment

Adalah pemungutan pajak daerah berdasarkdetadpan Kepala Daerah
dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak daerd?D(S&tau dokumen lain
yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerimaD&&tRBu dokumen lain yang
dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggun8lrat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persésiwdjib pajak tidak atau
kurang membayar akan ditagih dengan menggunakaat Bagihan Pajak Daerah
(STPD).

b. System Self Assesment



Wajib pajak menghitung, membayar, dan melagrorkendiri pajak daerah
yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah SReamtberitahuan Pajak
Daerah (SPPD). Jika wajib pajak tidak atau kuraegnivayar atau terdapat salah
hitung atau salah tulis dalam SPPD maka akan ditaggenggunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD).

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggandauran. Selain itu, Pajak

Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daetas penyelenggaraan

hiburan, sedangkan pengertian hiburan menurut Uptllndang nomor 28 tahun

2009 pasal 1 adalah semua jenis tontonan, pertamjugermainan, dan atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dalam pemungutan Pajak hiburan terdapat bphetgrminologi yang perlu
diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permaipamainan ketangkasan,
dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apaygm,ditontotn atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayargiak termasuk
penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi ataarbgdng bertindak baik
untuk atas namanya sendiri atau badan yang bektihddk untuk atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yaimg menjadi

tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.



3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yanghadiri suatu hiburan
untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatatga menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara higukacuali penyelenggara,
karyawan, artis (para pemain), dan petugas yangnaetiri untuk melakukan
tugas pengawasan.

a. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau sehabterima
dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yangn@inatau
seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar @¢asakaian
dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitasurpangnya
termasuk pula semua tambahan dengan nama apa gairygang
dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsugngan
penyelenggaraan  hiburan. — Termasuk dalam pengertian
pembayaran adalah jumlah yang diterima atau sehgaus
diterima, termasuk yang akan diterima, antara [gEmbayaran
yang dilakukan tidak secara tunai.

b. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atawaagasah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapatafign
untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau mertikiniauran.
Tanda atau alat atau cara yang sah adalah beroga taasuk
yang dilegalsasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabofikota.
Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda maswundbentuk
dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tikedngah, kartu

langganan, kartu anggotadmbership), dan sejenisnya.



c. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, ddalayaran
nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yangshdibayar

oleh penonton atau pengunjung.

2. Subyek dan Obyek Pajak Hiburan

Subyek dan obyek pajak hiburan menurut Ugdamdang nomor 28 tahun
2009 pasal 42 dan 43, Subyek pajak hiburan adatatggribadi atau badan yang
menonton dan/atau menikmati hiburan. Obyek pajaluran adalah
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayarawaald@in berupa tontonan
film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atauabas kontes kecantikan,
binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malaimkus acrobat, sulap,
permainan, bilyar, golf, dan bowling, pacuan kuda&ndaraan bermotor,
ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/gpaat kebugaran (fithesss center)
dan pertandingan olahraga.
3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 |p#satarif pajak hiburan
paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persétipuran berupa kesenian
tradisional dikenakan tarif paling rendah dari héyu lainnya. Khusus untuk
hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantdiakotik, karaoke, klab
malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mapispa, tarif pajak hiburan
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujululp lima persen). Khusus
hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tadfak hiburan ditetapkan

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).



F. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan pdjdduran maka Dinas
Pendapatan Daerah memiliki upaya untuk meningkaBleardapatan Asli Daerah.
Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dapakukian dengan
intesifikasi dan ekstensifikasi pungutan-pungutaerdh yang berlaku.
1. Intensifikasi

Intensifikasi berasal dari kata intensif yaginya secara sungguh-sungguh
(giat dan dalam) untuk memperoleh efek yang maMsitesutama untuk
memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu lelsingkat. Pengertian
intensifikasi adalah yang meningkatkan kegiatargylabih hebat, giat, kuat teliti
(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2088:57

Jadi intensifikasi adalah suatu usaha menggarbpenerimaan dengan cara
melakukan pemungutan yang lebih hebat, giat, lalditdan memanfaatkan yang
sudah ada, agar mencapai peningkatan PAD. Sedangkamsifikasi pajak
hiburan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukak meningkatkan hasil
pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD ydaguéten dengan sungguh-
sungguh dan mendalam guna meningkatkan penerinzgaik f[mburan.

Untuk meningkatkan intensifikasi pemungutaaka sumber daya manusia
ditingkatkan, koordinasi antar karyawan dan instéer&ait perlu dikembangkan,
kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan taphapara wajib pajak
diefektifkan.(Halim,2004:109)

Upaya intensifikasi adalah berupa peningka®fD dari sumber-sumber

yang telah ada atau yang telah berjalan selamaJpaya intensifikasi sumber-



sumber tersebut akan sangat bergantung pada k&staparatur pemerintah
daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga psihghianber PAD dan
kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukalm kimlitas aparatur.

Untuk meningkatkan PAD khususnya pajak burPemerintah Daerah
perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sefwgmgka Pemerintah Daerah
memiliki sistem perpajakan daerah yang memadaiangialerah dapat menikmati
pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.kUiniy upaya intensifikasi
pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak giérigkatkan, Mardiasmo
(2004:153).

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensifiity bersifat menyentuh atau
menjangkau secara luas (Tim Penyusun Kamus Bes#asBa Indonesia,
2008:398).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasalad suatu usaha untuk
memperluas pendapatan daerah yang baru agar dapahjang PAD.

Menurut Husein Kertasasminta sebagaiman yakgtipg Kaho (1997:148)
menyatakan bahwa:

“hal lain yang patut mendapat perhatian dalgaya meningkatkan pungutan
Pajak Daerah adalah bahwa disamping faktor pergidadangan Pajak Daerah,
maka faktor aparatur pajak, faktor wajib pajak, daktor pertumbuhan sosial
ekonomi sangat mempengaruhi terhadap peningkatanurmmpputan pajak. Oleh
sebab itu disamping perlu adanya reformasi penatignatang pajak daerah, maka
reformasi mental aparatur pajak daerah dan masgtraljib pajak patut
mendapat perhatian.”

Upaya ekstensifikasi dalam pemungutan iniladdderupa pencarian dan

penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yangdham batas ketentuan

perundangan yang berlaku. Penggalian sumber-supdgr&rimaan baru sebagai



langkah konkrit upaya untuk meningkatkan PAD sdapatergantung pada
kualitas sumber daya aparatur pemerintah daeralen&apenggalian sumber-
sumber penerimaan baru tidak terlepas dari kemauk@sanggupan,
keterampilan/kecakapan dan mentalitas aparatukssata serta dilakukan secara
terus-menerus.

Ekstensifikasi pungutan dilakukan dengan péah objek dan subjek
pajak/retribusi, penggalian sumber-sumber baru g@@&mbuatan peraturan-
peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkegaubakeadaan.(Halim,

2004:110).



BAB |1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jep&nelitian deskriptif
dengan analisa kualitatif yaitu dengan melakukamggambaran dan
menguraikan keadaaan yang sebenarnya berdasarkén dan berusaha
mencari jalan pemecahannya.

Dari jenis penelitian ini akan didapatkan hadari upaya pola dari
pemungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kotau Bdalam
meningkatkan pajak hiburan dalam menunjang PADaisetu dapat pula
sebagai penyempurnaan terhadap suatu pelaksanaaya ymng akan
dilaksanakan kemudian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting karena ihaluntuk membatasi
pembahasan agar sesuai dengan permasalahan pardditi tidak meluas ke
hal-hal yang diluar permasalahan. Fokus penelittaenurut Moleong
(2006:62) memiliki tugas untuk membuat studi dajaeses penelitian :

Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingimoapainya dalam penetapan
fokus. Pertama, adalah penetapan fokus dapat masnbstudi dan yang
kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuteriar inklusi-eksklusi
atau masukan-mengeluarkamcg{ution-exclution criteria) suatu informasi

yang baru diperoleh dilapangan.



Selain itu dengan adanya fokus penelitianatiapempermudah peneliti
dalam melakukan penelitan sesuai dengan permasagbemelitian. Untuk itu
sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peme#itigambil fokus
penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka gltian
penerimaan pajak hiburan dalam menunjang PAD:

a. Intensifikasi pemungutan pajak hiburan, yang meilipu

1) Pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak
2) Sistem penetapan target penerimaan pajak hiburan
3) Peninjauan tarif pajak hiburan
4) Pengawasan pajak hiburan
5) Peningkatan kesadaran wajib pajak
b. Ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan, yang raélip

1) Penambahan wajib pajak

2. Realisasi pajak hiburan Kota Batu tahun anggar&7-2010

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempatagian penulis menangkap
keadaan yang sebenarnya dari objek yang ditelitikumendapatkan data dan
informasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih dala Kota Batu, karena Kota
Batu merupakan kota industri,bisnis, hiburan danlpgunan. Maka dari itu

potensi pajak hiburan sangat baik dalam menunj&iy Rota Batu.



Sedangkan situs dalam penelitian ini adBialas Pendapatan Kota Batu,
karena dinas tersebut merupakan dinas yang memtligas untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidémgonoi daerah,
pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, ngleaf daerah,
kepegawaian dan persandian, selain itu dinas idary kerjanya adalah

pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan.

D. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangaerliieberusaha memperoleh

data yang sebenarnya dari narasumber yang tepatlajzat menjadi pegangan

keakuratan dari hasil peneliti nantinya. Dengan idiam, dalam penelitian ini

akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkanneanaperolehnya yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung slambernya, diamati dan
dicatat pertama kalinya oleh peneliti. Data tersebenjadi data sekunder jika
digunakan oleh orang yang tidak berhubungan larggdengan penelitian ang
bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawangargy dilakukan kepada
beberapa aparatur yang berada dalam lingkup Dieaddpatan Kota Batu.
Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjadi sumiéita primer yaitu
diantaranya sebagai berikut:

a. Bapak Sapto Nora Adi,MM selaku Kasi Pendaftaramda&an dan
Penetapan.
b. lbu Sriati, SE selaku Seksi Pendaftaran, PendataafPenetapan.

c. Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendatadedatapan.



2.

Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secamgdung di lapangan

penelitian atau dalam arti lain tidak diusahakamdse pengumpulannya oleh

peneliti yang melalui dokumen, arsip, laporan, tzata dan lain-lain yang

banyak memuat informasi ataupun data-data yangubarigan dengan

masalah penelitian. Dokumen tersebut diantarangahdebagai berikut :

a.

b.

Profil Kota Batu

Profil Dinas Pendapatan Kota Batu

Data wajib pajak hiburan tahun 2007-2010

Data obyek pajak hiburan insidetil tahun angga@®v22010

Target dan realisasi pajak hiburan tahun anggad@ii-2010

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitiaredigan pengumpulan data

yang tepat agar antinya data yang diperoleh dagsatas denga yang diharapkan

dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Metodpip@ulan data adalah

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untakgumpulkan data. Adapun

teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan mhalgenelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Observasi, yaitu kegiatan pengamatan dan pencassieara sistematis
terhadap masalah-masalah yang diteliti. Denganreésiememungkinkan
peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat-hal yang

berkaitan dengan focus penelitian.



2. Wawancara/interview, yaitu pengumpulan data dengalakukan Tanya
jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang itetdkemgan obyek
yang diteliti guna mendapatkan data dan informasgydibutuhkan dalam
penelitian ini.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggundokumen-
dokumen resmi yang sifatnya internal, data yangradigh dari buku-buku

kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan.

F. Instrumen penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakantrmsien penelitian yang

tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan datangsa data yang

dikumpulkan mempunyai validitas dan realibilitasngatinggi. Adapun
instrumen penelitian yang digunakan dalam peneliiid@ adalah sebagai
berikut :

1. Peneliti sendiri luman Instrument) dalam mengamati gejala-gejala yang
berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga di¢apajawaban-jawaban
terhadap permasalahan yang akan diteliti secareeseptative yang
berguna sebagai bahan analisa.

2. Pedoman Wawancardnferview Guide), yaitu serangkaian pertanyaan-
pertanyaan yang memfokuskan pada permaslaan pemeligang
digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam nierdan wawancara

dengan informan dan agar hasil yang diharapkant dapksimal.



3. Catatan Lapangaiirield Note), buku catatan lapangan yang berguna untuk
mencatat informasi utamanya yang bersifat verbagydiperoleh selama

penelitian.

G. Analisa data

Menurut Moleong (2002: 103), yang dimaksuchgden analisa data adalah
proses mengkoordinasi dan mengurutkan data ke datdemkategori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dant dapanuskan hipotesis
kerja.

Dalam melakukan analisa terhadap data yamkgrtgoul, menurut Miles dan
Huberman (1992: 16) terdiri dari 3 (tiga) alur kg yaitu :
1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatidan penyederhanaan,
pengabstrakan dan mentransformasikan data kasgmyancul dari catatan yang
tertulis di lapangan. Dalam hal ini reduksi datddresung terus menerus selama
kegiatan berlangsung. Reduksi data merupakan sbatiuk analis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuaagydag tidak perlu
dan mengorganisasikan data dengan cara sedemiki@nsehingga kesimpulan
finalnya dapat ditarik dan didiversifikasikan.
2. Penyajian Data

Adalah sebagai kesimpulan informasi tersusmgmber kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bemenyajian data, akan
dapat dipahami apa ang terjadi dan apa yang hdaksikihn, kemudian dilakukan

analisis berdasarkan atas pemahaman yang didapatdsgajian data.



3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Kesimpulan ditarik setelah tidak lagi ditdean informasi mengenai kasus
yang diteliti. Kesimpulan yang ditarik akan divéiksisikan dengan baik dengan

kerangka berpikir penelitian atau catatan laparygany ada.

Gambar 1

Komponen Analisis Data : Model Interaktif

Pengumpulan
Data

Penyajiar
Data

Kesimpulan-

( Reduksi 4/
Date
\ -
kesimpulan:

Penarikan/Verifika:

Sumber: Miles & Huberman, diterjemahkan oleh Rohidi, 1992:20



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Kota Batu
Gambar 2

Logo dan Peta Kota Batu

KOTA BATU

Sumber: www.batukota.go.id

a. Sejarah

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telédenal sebagai
tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kamajearena wilayah adalah
daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang mypga didukung oleh
keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas dgEgnungan. Pada
waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggajdan bernama Mpu

Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tengeaistirahatan



keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnglapat mata air. Dengan
upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan skeamtasan yang
sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Soitigd\tas persetujuan
Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti najpora itu mulai
membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat pahigtan keluarga
kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang ditzena Candi Supo.
Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumbeta & yang mengalir
dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilapalgunungan. Mata air
dingin tersebut sering digunakan mencuci kerisskgang bertuah sebagai
benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karenaesumdia air yang sering
digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yarigdh dan mempunyai
kekuatan supranaturaWi@gic) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air
yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya bérubanjadi sumber air
panas. Dan sumberair panas itupun sampai saatenjaadi sumber abadi di
kawasan Wisata Songgoriti. Wilayah Kota Batu yaertetak di dataran tinggi
di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 aaii®0 meter di atas
permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tmapum dokumen yang
ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampairsaaelum diketahui
kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulagllis untuk menamai
kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa kemasyarakat setempat
memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu béasisaama seorang
ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama @banaim atau

disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnyssyarakat setempat



akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Bdriasaan kultur
Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkaemansebutan nama
seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga abdr $ingkat penyebutannya
serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akdhilaynbat laun sebutan
Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atawbsgbagai sebutan
yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur. i8k&dnenengok ke
belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaiagaebikal bakal serta
orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yanguhai babat alas dan
dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Bsgbenarnya Abu Ghonaim
sendiri adalah berasal dari JawaTengah. Abu Ghorsbagai pengikut
Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengajanggatkan daerah
asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Pearater untuk
menghindari pengejaran dan penangkapan dari serf@aldunda Kompeni).
Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidugeminya bersama
dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ithadieasa, pengetahuan
dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi perfg@ageran Diponegoro.
Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan makgargang lain
berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut sknta belajar agama
kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup dalam kmdé&njkomunitas) di
daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat kkamunitasnya semakin
besar dan banyak serta menjadi suatu masyaraka k@mai. Sebagai
layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya suBaty dan sekitarnya

juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudajak, tentunya hal ini



akan menarik minat masyarakat lain untuk mengumjdag menikmati Batu
sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai dakatdéesendiri. Untuk
itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi atadujuan wisata,
khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-oieignda itupun
membangun tempat-tempat Peristirahatéhd) bahkan bermukim di Batu.

b. Kondisi Geografis

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jamaur, Indonesia terbentuk
pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupatenn§laBebelumnya
wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuafilayah
Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota Bataraeastronomis
terletak di 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur Timumda°44'55,11"-8°26'35,45
Lintang Selatandan secara geografis terletak 15 km sebelah baota K
Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malangrbang. Kota Batu
berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokert&abnpaten Pasuruan di
sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang diabetmur, selatan, dan
barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 68P0D. meter dari permukaan
laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikeyaitu Gunung
Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meupung Welirang
(3156 meter). Kodisi topografi yang bergunung-guhuwan berbukit-bukit
menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 18et&jat Celsius.

Kota Batu secara administratif terbagi menjadi 8aeatan yang dibagi lagi
menjadi 20 Desa dan 4 Kelurahan. Pembagian da¢naihistratif tersebut

adalah sebagai berikut :



1. Kecamatan Batu :
- Desa Oro-oro Ombo.
« Desa Pesanggrahan.
- Desa Sidomulyo.
« Desa Sumberejo.
« Kelurahan Ngaglik.
+ Kelurahan Sisir.
« Kelurahan Songgokerto.

Kelurahan Temas.

2. Kecamatan Bumiaji :
+ Desa Bulukerto.
« Desa Bumiaji.
+ Desa Giripurno.
« Desa Gunungsari.
» Desa Pandanrejo.
- Desa Punten.
- Desa Sumbergondo.
+ Desa Tulungrejo.

Desa Sumber Brantas.

3. Kecamatan Junrejo :
- Desa Beji.
- Desa Dadaprejo.

« Desa Junrejo.



- Desa Mojorejo.
- Desa Pendem.
- Desa Tlekung.
- Desa Torongrejo.

c. Potensi Daerah Kota Batu

Pemerintah Kota Batu mengembangkan Kota Bafigan mencanangkan
Kota Batu sebagai Kota Wisata berbasis Pertaniala pahun 2008-2012.
Sektor Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kyang didukung dengan
keadaan alam dan lingkungannya yang kondusif. Badannya semua obyek
wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkaemsitpertanian yang ada
di Kota Batu dan sekaligus bisa dibeli pengunjuebagjai oleh-oleh. Mulai
dari hasil produksi sayuran dataran tinggi sepkettang, kubis, wortel,
kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanamas bunga potong serta
hasil produksi buah-buahan seperti apel, jerulawdieri dan yang tak kalah
menarik adalah hasil produk olahan pangan berbdhaar apel dan produk
pertanian yang lain.

Selain itu Kota Wisata Batu merupakan sentra wisttiawa Timur yang
sangat terkenal daerah tujuan wisatanya, sepedct@e Jawa Timur Park,
Museum Satwa, Batu Night Spectaculer (BNS), Hotgpatau Pemandian
Air Panas Alam Songgoriti, Pemandian Air Panas Al@angar dan lain
sebagainya.

d. Visi dan Misi

Visi Kota Batu



Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikaiopadng sumber daya

manusia, sumber daya alam dan sumber daya budagadygunakan secara

optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatifzatib bersih bagi seluruh

rakyat.

Misi Kota Batu

. Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal eskemdali

sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.

. Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan svessta sebagai unsur

eksternal untuk beragam bidang usaha yang potetaigbrospektif.

. Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankaasia Pemerintah

Daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari K¢fivha mengoptimalkan

pelayanan public.

. Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:

a. Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian

b. Kota Wisata menjadi Sentra Wisata

c. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan, setartahap dan
berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra PendidiRartanian.

. Akselerasi pembangunan sector fisik

. Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan npIydGEE

keseimbangan ekosistem.

. Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yadgsali azas

toleransi.

. Menciptakan kehidupan politik demokratis.



2. Dinas Pendapatan Kota Batu
Gambar 3

Dinas Pendapatan Kota Batu
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a. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas pembangunan, nbakas Pendapatan Kota
Batu memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnyanéapatan Daerah Yang
Optimal Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Yangfd3ional Serta
Pelayanan Prima.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas PentapaKota Batu
menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intkasif dan
ekstensifikasi;

2. Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah;

3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional;

4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajakah;

5. Meningkatkan pelayanan prima.



b. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugiskpmenyelenggarakan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerdiddng Pendapatan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantUatuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dieadapatan Kota batu
mempunyai fungsi sebagai:
1. Perumus kebijakan teknis di bidang Pendapatan Baera
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanam wairbidang
Pendapatan Daerah;
3. Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pendapataai)a
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walik@suai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batmad¥o5 Tahun 2008
tanggal 19 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tatg Kenas Pendapatan
Kota Batu, maka susunan organisasi terdiri dari :

a. 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II.b)

b. 1 (satu) Sekretaris (Eselon lll.a)

c. 3 (tiga) Kepala Bidang (Eselon lll.b)

d. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Eselon 1V.a)

e. 8 (delapan) Kepala Seksi (Eselon 1V.a) Bagan Struerlampir

1) Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya.

Susunan Kepegawaian dan Daftar urut berkasalabatan Dinas

Pendapatan Kota Batu sebagaimana terlampir.



Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkaendidikan formal dan
pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisinyatddiketahui sebagai
berikut :

a. Jumlah berdasarkan jenis kelamin : Laki-Laki
- Laki-laki : 49 Orang
- Perempuan : 34 Orang

b. Jumlah berdasarkan tingkat pendidikan formal (PE®& @PNS), dapat
diketahui dari tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Negeiil $ghun 2011
No Tingkat Pendidikan Formal Jumlah
1 Pendidikan S2 6 Orang
2 Pendidikan S1 32 Orang
3 Pendidikan Sarjana Muda 5 Orang
4 Pendidikan SLTA 31 Orang
5 Pendidikan SLTP 1 Orang
6 Pendidikan SD -

Sumber : Dokumen Dinas,2011.
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlahkadingendidikan

pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Kota Bp#lling banyak yaitu
pendidikan S1 sebanyak 32 orang kemudian tingkatligikan SLTA sejumlah
31 orang. Jumlah pendidikan S2 hanya 6 orang,kemugdendidikan sarjana
muda 5 orang dan pendidikan SLTP 5 orang.

c. Jumlah Pendidikan Penjejangan Aparatur Dinasl&tan Kota Batu dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Pendidikan Penjenjangan Aparatur Tahun 2011
No Pendidikan Penjenjangan Apar: Jumlat
1 Diklatpim Il 7 Oran(
2 Diklatpim IV 5 Oran(
3 Diklat ADUM 6 Orang
4 Diklat ADUMLA 1 Orang

Sumber : Dokumen Dinas,2011.



Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlahweEgaegeri sipil yang
mengikuti pendidikan penjenjangan Diklatpim Il a7 orang, kemudian yang
mengikuti Diklatpim IV adalah 5 orang. Diklat ADUMiikuti oleh 6 orang dan
Diklat ADUMLA diikuti 1 orang saja.

d. Jumlah berdasarkan pangkat/golongan ruang peégiveas Pendapatan
Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4
Jumlah Pangkat/Golongan Pegawai Dinas PendapatanBaou

No Golongan Pangkat Jumlal
A PEMBINA
1. Pembina Utan - -
2. PembinaUtama Madya - -
3. Pembina Utama Muda - -
4. Pembina Tk. | IV/b 4
5. Pembina IV/a 1
B PENATA
1. Penata Tk. | l/d 6
2. Penat l/c 3
3. Penata Muda Tk /b 12
4. Penata Muda (Capeg) li/a 15
C PENGATUR
1. Pengatur Tk. | [/d 1
2. Pengatur ll/c 3
3. Pengatur Muda Tk. | /b 0
4. Pengatur (Capeg) ll/c 1
5. Pengatur Muda (Cape ll/a 28
D JURL
1. Juru Tk. | I/d 0
2. Juru I/lc 1
3. Juru Muda TKk. | I/b 0
4. Juru Muda I/a 0
E Tenaga Kontrak 8
Jumlah 83 Orang

Sumber: Dokumen Dinas,2011.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fudgss Pendapatan sesuai

dengan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2010, nubtedapkan susunan

organisasi sebagai berikut :

a.

b.

Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretarrairiteari :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:

a). Seksi Pendataan;

b). Seksi Pendaftaran;

c). Seksi Penetapan;

Bidang Penagihan, membawabhi:

a). Seksi Penagihan Pajak Daerah;

b). Seksi Penagihan dan Pengelolaan PenerimaarLhain
c). Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :

a). Seksi Pembukuan;

b). Seksi Pelaporan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional



Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendapatarkanmasing-masing unsur
organisasi mempunyai uraian tugas pokok sebagikiuber

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, meimj mengawasi,
mengendalikan membina dan mengkoordinasikan pelaksa kebijakan
teknis pendataan dan penetapan obyek pajak d@mustserta penagihan dan
pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan laindyga mempunyai fungsi
sebagai penyusunan dan pelaksanaan dan pengeaaluasicana strategis
dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengm dan pelaporan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawailkeuangan,
perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan takpals serta
kearsipan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalamupenan rensta dan
renja, juga pelaksana penyusunan RKA dan DPA, mman Penetapan
kinerja.

Sekretariat dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian yaitu
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

b. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendataan dan Penetapan



Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyais tigelaksanakan

pendataan potensi pendapatan daerah, dan pengtapé&ndaerah, retribusi

daerah, pendapatan lain-lain yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dgi@@mdataan dan

Penetapan mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan perencanaan bidang pengembangan dgtardgapan pajak
dan retribusi daerah;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan efeiapan pajak,
retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgbaldeDinas sesuai

dengan tugas dan fungsi;

Bidang Pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) Sgkisii :

1)
2)
3)

1)

Seksi Pendataan ;

Seksi Pendaftaran ;

Seksi Penetapan ;

Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanaasataan dan

analisis pengembangan potensi pajak, retribusi, mndapatan daerah

lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas seémaga dimaksud

dalam ayat a. Seksi Pendataan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;

2. Pelaksanaan pengembangan data dan potensi pajakugie dan
pendapatan daerah lain-lain yang sah;

3. Penyusunan dokumen data subyek obyek pajak, retidaerah;



4. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kigbala Bidang

Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan tugasigsin fu

2) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakayapela pendaftaran

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerabh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dajatn(1l) Seksi

Pendaftaran mempunyai fungsi :

a.

b.

Penyusunan rencana kerja seksi;

Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan fbenracia
wajib pajak dan wajib retribusi;

Pelaksanaan distribusi foemulir pendaftaran wagilalp dan wajib
retribusi dan menerima kembali formulir pendaftagari wajib
pajak dan wajib retribusi melalui formulir suratnpeeritahuan
(SPT) serta pemeriksaan lokasi atas laporan dgiib ywajak dan
wajib retribusi;

Penyusunan laporan dan evaluasi penerimaan pagialdalan
retribusi daerah;

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kégfala Bidang

Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan degkooedinasikan

kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi adoyek pajak atau

retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimdimaksud dalam

ayat (1) Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan rencana kerja seksi;



b. Penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan dan panetdyyek
pajak;

C. Penyiapan bahan penerbitan Surat PemberitahuankOPgmk
(SPOP), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak TerutdPg T

d. Penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan tépten Pajak
(DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;

€. Pendistribusian Surat Ketetapan dan SPPT PBB;

f.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporaiateggseksi;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kégdala Bidang
Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasdan fu

4.Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanaiaagihan terhadap
pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lain ; Eenta penyelesaian
keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesngad kewenangan.

1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudan@iPenagihan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang penagihan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sisteagibem pajak,
retribusi, dan pendapatan lainnya;

C. Pelaksanaan penagihan, pertimbangan, dan pengelésderatan atas
pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;

d. Pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pemb#yangetoran pajak,

retribusi, pendapatan lain - lain;



€. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyeleraggpesmagihan, dan
penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, eadgpatan lainnya;

f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dgpid@nagihan;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikankégiala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.

2) Bidang Penagihan dibagi dalam 3 (tiga) Seksi yaitu

a. Seksi Penagihan Pajak Daerabh;
b. Seksi Penagihan dan Pengeidtamerimaan Lain - lain;
c. Seksi Penyelesaian KeberatgakFDaerah;
(1) Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas raekskan
kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dslam
(1) Seksi Penagihan Pajak mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja seksi;
b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangdensi
penagihan pajak dan retribusi daerah;
c. Inventarisasi daftar tunggakan per obyek ddoyeki pajak
daerah;
d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagaak
dan retribusi daerah;
e. Pelaksanaan penagihan terhadap penerimaan daemah

pajak dan retribusi;



f. Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pigaketribusi

daerah yang melampaui batas akhir pembayaran;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikaim Kepala

Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Laiain L

()

mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pengumgaian

pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan

lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiaim
(1) Seksi Penagihan dan Penerimaan Lain - Lain megg
fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi;

b.

Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangammsiste
pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
Inventarisasdaftar tunggakan per obyek dan subyek pajak
bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
Pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi danteamgu
dan penerimaan lainnya;

Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak dami
bangunan, dan penerimaan lainnya yang melampaas bat
akhir pembayaran;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporana kerj

seksi;



g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kdégtala

Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

i. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah memptugzs

menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa gagkh

sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ii.  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d@glam

(1) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak mempunygsiu

a.

b.

Penyusunan rencana kerja seksi;

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyetesaia
keberatan dan sengketa pajak/retribusi;

Melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding
sesuai dengan kewenangan;

Menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitaatS
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
Menangani sengketa pajak/retribusi;

Memproses pengurangan pajak/retribusi;

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kégdala

Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugegaksanakan

penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan peadajsdrah.



(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksddng Pembukuan dan
Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program bidang pembd&ngpelaporan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembaegabukuan dan
pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan dokumen pembukuanpelaporan
realisasi pendapatan daerah;
d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikeln Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.
(2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibagi dalatu@) (seksi yaitu :

a. Seksi Pembukuan ;

(1) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pemrbuk
terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi, @andapatan
keuangan daerah lain - lain yang sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dayjain (1)

Seksi Pembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi;

b. Pelaksanaan pembukuan realisasi pendapatan daerdapbran
pembiayaan daerah

c. Penerimaan berkas administrasi dan melakukan pambuk
terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapata

d. Penerimaan berkas administrasi dan pelaksanaan upesat

terhadap evaluasi kekayaan;



e. Penyiapan bahan pelaporan kegiatan pembukuan evalua
pendapatan, pembiayaan dan kekayaan

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporarateyseksi;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan #&lepala
Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tlmas
fungsi.

b. Seksi Pelaporan ;

(1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas mengadakan tatbusean
secara sistematis penerimaan pajak dan retribesada

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdadchdayat (1)
Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi;

b. Penerimaan dan penghimpunan berkas administrasi dan
melakukan pelaporan terhadap realisasi pajak daerah
retribusi daerah dan pendapatan lain - lain yahg sa

C. Penyiapan bahan laporan pendapatan dan pembiagagyab
aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanam da
tahunan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanatayi
seksi;

€. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan kégala
Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan dagas

fungsi.



Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meaiaksa tugas
dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
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B. Penyajian Data

1. Upaya Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajakiidn

Upaya intensifikasi peningkatan penerimagakphiburan merupakan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkasil pajak hiburan
sebagai salah satu sumber PAD yang dilakukan deswagguh-sungguh
dan mendalam guna meningkatkan hasil penerimaak patpuran, yaitu
dengan cara :

a. Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Wajib Pajak

Dalam proses pemungutan pajak hiburan setddwvali dengan
kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap olyak gan wajib pajak
hiburan. Data dan daftar ini selanjutnya dijadildasar bagi penentuan
berapa besarnya pajak yang dikenakan bagi wajdkgapuran.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Bapak &dpora Adi, MM
selaku Kasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan dpameimengatakan
bahwa :

“Salah satu upaya intensifikasi pemungutan pajaburain yaitu
dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataab paipk,

tujuannya untuk mengetahui jumlah wajib pajak yéelgh terdaftar
maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajakas{l wawancara
tanggal 16 Juni 2011).

Hal ini lebih lanjut dijelaskan pula oleh @& Sapto Nora Adi, MM

selaku Kasi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapagatakan bahwa :

“Untuk pendaftaran dan pendataan wajib pajak hibuda Dinas
Pendapatan dilakukan dengan dua cara, yaitu melajib pajak
yang datang langsung ke kantor Dinas Pendapataruk unt
mendaftarkan dirinya dan untuk mencatat diri sebaggib pajak
kemudian cara yang kedua yaitu melalui aktivitasuges yang
mendatangi wajib pajak yang baru untuk bersedia datiéarkan



dirinya sebagai wajib pajak hiburan.” (Hasil waware tanggal 16
Juni 2011)

Kemudian lebih dijelaskan oleh Bapak SaptowaNAdi, MM selaku
Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menygatdkaa :

“Setelah proses pendaftaran dan pendataan kepa¢la pajak

hiburan untuk bulan depannya sudah dapat dilakukaoses

pemungutan pajak hiburan yang dibebankan kepadéb vpmjak
hiburan. Proses pemungutan pajak hiburan dilakdesagan dua cara
yaitu dengan sistem pembayaran setempat yang Edakoleh wajib
pajak hiburan itu sendiri dan juga melalui petubgagian penagihan
yang mendatangi langsung wajib pajak hiburan tersel{Hasil

wawancara tanggal 16 Juni 2011).

Pemungutan pajak hiburan merupakan prosatnge Berdasarkan
hasil observasi atau pengamatan di lapangan dapgatakui bahwa
selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendapatana K&atu dalam
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yaitu pertaayat dilakukan
dengan sistem pembayaran setempat artinya wajék ganpgsung datang
ke Kantor Dinas Pendapaan untuk memenuhi kewajinambayar pajak.
Kedua, bagi wajib pajak yang tidak langsung dat&egKantor Dinas
Pendapatan, aparat dinas bagian penagihan pajallataegi langsung
wajib pajak tersebut untuk melakukan pemungutamkpgja atau yang
dikenal dengan istilah “menjemput bola”, hal inlattukan karena para
wajib pajak melalaikan kewajibannya. Hal tersebwgpesti yang
diungkapkan oleh lbu Sriati, SE selaku Seksi Pdadai, Pendataan dan
Penetapan, bahwa :

“Upaya-upaya yang diambil oleh Dinas Pendapataaktldin adalah

untuk memperoleh hasil sesuai dengan target ydragapkan. Maka

dari itu selalu berusaha optimal dalam memberikatayanan
terhadap wajib pajak, baik yang datang langsundgamor Dinas



Pendapatan maupun kegiatan yang dilaksanakan aélggs di
lapangan seperti upaya menjemput bola, yaitu mandatangsung
kediaman wajib pajak.” (Hasil wawancara tanggalasi 2011).
Pemungutan di tempat wajib pajak dilakukamuk menambah
penerimaan pajak hiburan terhadap wajib pajak hibyang lalai akan
kewajibannya dalam membayar pajak yang telah jeipo. Pemungutan

pajak hiburan ini dilakukan oleh aparat yang telditunjuk untuk

melaksanakan pemungutan.

Pendataan dan pendaftaran obyek pajak dgib wajak hiburan
dilakukan setiap 1 tahun anggaran yaitu setiap aaggaran selalu ada
perubahan tentang data obyek dan wajib pajak hibperubahan tersebut
biasanya terjadi karena adanya penambahan datak gigjek yang
dilakukan atau diinginkan oleh wajib pajak, sehmgdata mengalami
perubahan pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan pendataan dan pendaftaran obyeWwajd pajak tersebut
akan sangat mempengaruhi penerimaan atau perole&jak hiburan
karena dari hasil pendataan dan pendaftaran té¢rakan diketahui berapa
besar penerimaan pajak hiburan pada setiap tahggaean. Untuk
mengetahui jumlah wajib pajak hiburan Kota BatwtaB007-2010 dapat

dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5

Wajib Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2007-2010

No 2007 2008 2009 2010
1 | Galaxy Bilyard Galaxy Bilyard PS. Fantasi PS. &lan
2 PS. Fantasi PS. Fantasi PS. Ermala Lucky Family
Resto
3 PS. Ermala PS. Ermala PS. Ria Futsal Oro-Oro
Ombo
4 PS. Ria PS. Ria Futsal Oro-Or¢ Futsal Matrix
Ombo
5 Jatim Park 1 Jatim Park 1 Atlantic Lotus Futsaleh
6 Air Panas Air Panas Jatim Park 1 Atlantic Lotus
Songgoriti Songgoriti
7 Perhutar Perhutar Air Panas Jatim Park
Songgoriti
8 | Kusuma Agrc Kusuma Agrc Perhutar Jatim Park
Wisata Wisata
9 Select: Select: Kusuma Agrc Batu Night
Wisata Spectacular
1C | Sumber Darn Tirta Nirwane Selecti Air Panas
Songgoriti
11 | Tirta Nirwane Hotel Purnam. Tirta Nirwan Perhutar
12 Batimung Batimung Hotel Purnama Kusuma Agro
Wisata
13 | Dho Gha Dho Dho Gha Dho Batimung Selecta
14 Hartini Hartini Dho Gha Dho Tirta Nirwana
15 Lia Jasa Lia Jasa Hartini Hotel
Purnama
16 Martha Martha Lia Jasa Batimung
17 Putri Jaya Putri Jaya Martha Dho Gha Dho
18 Rahay! Rahay! Putri Jay: Hartini
19 Rini Jay: Rini Jay: Rahay! Lia Jas
20 Ramayana Ramayana Rini Jaya Martha
21 Tri MJ Tri MJ Ramayana Putri Jaya
22 Shinta Shinta Tri MJ Rahayu
23 Mekar Jaya Shinta Rini Jaya
24 Mekar Jaya Ramayana
25 Tri MJ
26 Shinte
27 Mekar Jaya

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.



Pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa jumalafib pajak
hiburan tahun anggaran 2007 yaitu 22 wajib pajakiain, tahun anggar:
2008 vyaitu 23 waijb pajak hiburan, tahun angg&@09 yaitu 24 wajit
pajak hiburan dan tahun anggaran 2010 adalah ajib pajak hiburan
Dari data wajib pajak ini diketahui bahwa setiahuta selalu ad
peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Untuk meagei
perkembangan jumlah wajib pajak hiburan di KotauBahun 200-2010
dapat dilihat pada grafik berik

Gambar 5

Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hiburan ha0-2010
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Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlajiovpajak hiburar
mengalami peningkatan dari tahun 2-2010. Hal ini mengindikasike
bahwa semakin tinggi jumlah wajib pajak hibt maka semakin tinge

pula penerimaan pajakn



Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Shati, SE
selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapgatakan bahwa :

“Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek piapisusnya

pajak daerah akan sangat menentukan keberhasitatelpen atau

penerimaan pajak daerah, karena dari pendaftaranpdadataan
tersebut akan diketahui berapa besar pajak yangs hdikenakan
kepada wajib pajak, sehingga dari sini akan dajpa&roleh gambaran
tentang pajak yang akan diterima oleh Daerah. (Haawancara

tanggal 16 Juni 2011).

Dengan demikian tugas dari bagian pendaftalan pendataan ini
dapat dikatakan merupakan faktor utama, karenatd#pntukan atau
ditetapkan target besarnya penerimaan pajak hibdedam satu tahun
anggaran.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamdialapangan dapat
diketahui bahwa selama ini yang dilakukan oleh BiRandapatan dalam
pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetagak pajak adalah
melayani langsung para wajib pajak yang datang &etdk Dinas
Pendapatan untuk mendaftarkan sebagai wajib pa&agath memberikan
formulir untuk diisi langsung. Dan bagi wajib pajgkng tidak datang
langsung ke Kantor Dinas Pendapatan, aparat Dihesdapatan
melakukan upaya’menjemput bola” dimana aparat lamgsturun ke

lapangan untuk melaksanakan pendaftaran dan pandeehadap calon

wajib pajak.

Kegiatan proses pendaftaran dan pendatagib wajak hiburan di
Kota Batu telah dilaksanaan secara intensif terboddiwa setiap tahun

terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. tige aparat dituntut



lebih aktif dan kreatif, agar dalam pelaksanaandgpat lebih efektif
dalam menggali potensi pajak hiburan. Di sampintardamelakukan
pendaftaran dan pendataan, aparat juga melakukayulpban terhadap
calon wajib pajak tentang obyek pajak dan besapgjak yang harus
dibayarkan serta berupaya melayani sebaik-baikngauas dengan
ketentuan apabila terjadi keberatan wajib pajaks apmjak yang
dibebankan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa diayeh Kota Batu
pendaftaran dan pendataan ini selain sebagai dasak penentuan dan
pencapaian target pada tahun anggaran yang betgangkjuga
merupakan dasar untuk menetapkan target peneripgak untuk tahun
anggaran berikutnya.

b. Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan

Penetapan target penerimaan pajak hiburanpakan langkah yang
diambil setiap tahun yang akan menjadi pedomannmdgl@mungutan
pajak hiburan. Penetapan target penerimaan pajakan ini merupakan
perhitungan dari realisasi tahun sebelumnya atasrjpeaan pajak hiburan
ditambah dengan kenaikan prosentase PAD yang tete@mdapat
persetujuan dari DPRD. Selain itu penetapan tapgeterimaan pajak
hiburan ini merupakan hasil prediksi yang berpedomada hasil kerja
semua bagian pada Dinas Pendapatan. Untuk mengdtaiget dan

realisasi pajak hiburan tahun 2007 dapat dilihdgabel berikut.



Tabel 6

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2007

No Jenis Hiburan Target Realisasi %
(Rp) (Rp)
1 Pagelaran Kesenian/ - - -
Musik/ Tari/ Busana
2 Permainan Bilyard 1.200.000,00 60.000,00 20,00
3 Pacuan Kuda - - -
4 Balap Kendaraan 24.000.000,00 5.250.000,00 21,88
Bermotor
5 Permainan Ketangkasatr - 2.669.000,00 -
6 Panti Pijat 7.000.000,00 22.044.825,00 314,93
7 Pertandingan Olahraga 37.000.000,00 7.120.000,009,24
8 Tempat Wisata 1.267.800.000,00.460.943.146,00 115,23
9 Persewaan VCD - - -

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

dari

Pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa padm ta607 target

penerimaan pajak hiburan dari

Rp. 37.000.000,00 dalam

pada tabel berikut.

balap kendaraan bermotor sebesar

realisasinya Rp.

permainan bilyard esab Rp.

Rp. 24.0D0MO0dalam

target namun mendapat penerimaan sebesar Rp. 006§%0. Target

7.1200000, Target

penerimaan dari tempat wisata sebesar Rp. 1.260@D00. Untuk

mengetahui target dan realisasi pajak hiburan te2008 dapat dilihat

1.200.000,00 dalam realisasinya hanya Rp. 60.000.@@et penerimaan

realisasinya hanya Rp. 5.250.000,00. Permainamgktsan tidak ada

penerimaan dari panti pijat sebesar Rp. 7.000.008d80am realisasinya

sebesar Rp. 22.044.825,00. Target penerimaan edarnaingan olahraga



Tabel 7

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2008

No Jenis Hiburan Target Realisasi %
(Rp) (Rp)

1 Pagelaran Kesenian/ - 45.000,00 -

Musik/ Tari/ Busana

2 Permainan Bilyard 2.000.000,00 - 0,00

2 Pacuan Kuda - -

4 Balap Kendaraan 65.000.000,00 6.187.500,00 9,52

Bermotor

5 Permainan Ketangkasan 55.000.000,00 2.226.000;04,05

6 Panti Pijat 120.000.000,00 28.324.000,00 23,60

7 Pertandingan Olahragal - - -

8 Tempat Wisata 2.150.000.000,00.334.930.070,00 62,09

9 Persewaan VCD - - -

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa pada 2008, tidak ada
target penerimaan pajak hiburan dari pagelaran nkase musik/ tari/
busana namun dalam realisasi mendapat sebesar5R®0040. Target
penerimaan dari permainan bilyard sebesar Rp. 2000 namun dalam
realisasinya tidak ada. Target penerimaan daripbledadaraan bermotor
sebesar Rp. 65.000.000,00 dalam realisasinya R87&00,00. Target
dan realisasi permainan ketangkasan sebesar RpPO06300,00 dalam
realisasinya Rp. 2.226.000,00. Target penerimaanpdati pijat sebesar
Rp. 120.000.000,00 namun realisasinya Rp. 28.3R4€00 Target
penerimaan dari tempat wisata sebesar Rp. 2.150@D00 dalam
realisasinya 1.334.930.070,00. Untuk mengetahgetatan realisasi pajak

hiburan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 8

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2009

No Jenis Hiburan Target Realisasi %
(Rp) (Rp)
1 Pagelaran Kesenian/ - 90.000,00 -
Musik/ Tari/ Busana
2 Permainan Bilyard 2.000.000,00 - 0,00
2 Pacuan Kuda - 5.499.000,00 -
4 Balap Kendaraan 65.000.000,00 - 0,00
Bermotor
5 Permainan Ketangkasan 55.000.000,00 1.026.000;00@,87
6 Panti Pijat 120.000.000,00 40.289.000,00 33,57
7 Pertandingan Olahragal 100.000.000,00 4.340.000/0@,00
8 Tempat Wisata 2.458.000.000,00.927.116.490,00 78,10
9 Persewaan VCD - - -

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa padan t&#©09
penerimaan pajak hiburan dari pagelaran keseniarsikintari/ busana
tidak ada target namun dalam realisasinya mendma®0.000,00. Target
penerimaan dari permainan bilyard sebesar Rp.200@0 dalam
realisasinya tidak ada. Target penerimaan pajalkraibdari pacuan kuda
tidak ada namun dalam realisasinya mendapat RP9%d0,00. Target
penerimaan dari balap kendaraan bermotor sebesa6®p00.000,00
dalam realisasinya tidak ada. Target penerimaan g@armainan
ketangkasan sebesar Rp. 55.000.000,00 dalam meajisasebesar Rp.
1.026.000,00. Target penerimaan dari panti pijatoesar Rp.
120.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. d0@&B00. Target
penerimaan dari pertandingan olahraga sebesar@®m@).000,00 dalam

realisasinya sebesar Rp. 4.340.000,00. Target ipeseem dari tempat



wisata sebesar Rp. 2.458.000.000,00 dalam realisassebesar Rp.

1.927.116.490,00. Untuk mengetahui target dan sa&silipajak hiburan

tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2010

No Jenis Hiburan Target Realisasi %
(Rp) (Rp)
1 Pagelaran Kesenian/ - - -
Musik/ Tari/ Busana
2 Permainan Bilyard - - -
3 Pacuan Kuda - - -
4 | Balap Kendaraan Bermotor - - -
5 Permainan Ketangkasar 9.000.000,00 480.000,00 3 B,3
6 Panti Pijat 100.000.000,00 48.779.750,00 48,78
7 Pertandingan Olahraga 37.000.000,00 7.120.000)009,24
8 Tempat Wisata 3.850.000.000,00.706.851.000,00 70,31
9 Persewaan VCD 4.000.000,00 2.690.00,00 74,00

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa pada 2010 tidak ada

target dan realisasi pajak hiburan dari pagelamsemkian/ musik/ tari/

busana, permainan bilyard, pacuan kuda dan balagakaan bermotor.

Target penerimaan dari permainan ketangkasan seBps®.000.000,00

dalam realisasinya sebesar Rp. 480.000,00. Tasgedripnaan dari panti

pijat sebesar Rp.100.000.000,00 dalam realisasitya 48.779.750,00.

Target penerimaan dari pertandingan olahraga seBgsa37.000.000,00

dalam realisasinya sebesar Rp. 7.120.000,00. Tgrgeerimaan dari

tempat wisata sebesar Rp. 3.850.000.000,00 dalafisasinya sebesar



Rp. 2.706.851.000,00. Target penerimaan dari pe@ewCD sebesar
Rp. 4.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp0.260,00.

Seluruh tabel target dan realisasi pajak hiburdmurta2007-2010
menunjukkan bahwa target yang ditentukan pemeriKiata Batu tidak
bisa dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Untakgetahui grafik
realisasi pajak hiburan Kota Batu tahun 2007-20&@ad dilihat pada
grafik berikut.

Gambar 6
Grafik Perkembangan Realisasi Pajdtukéin Tahun 2007-2010
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ada grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tak0@7 target
penerimaan pajak hiburan dari panti pijat mencdebih dari seratus
persen (100%). Pada tahun 2008-2009 tidak ada matutarget yang
tercapai. Dalam hal ini bagian pendaftaran dan gach, bagian
penetapan dan penagihan memiliki peranan dalam tagee target

penerimaan dan realisasi pajak hiburan.



Kemampuan dan ketelitian aparat dinas dalam méinggéensi-
potensi pajak daerah, khususnya pajak hiburan rakamppenentu dalam
menetapkan besarnya target penerimaan pajak hibukal ini
diungkapkan oleh Bapak Sugeng, selaku Seksi PemdaftPendataan dan
Penetapan, bahwa:

“Dalam menetapkan target pajak hiburan dilakukamgde cara

melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh wajibjga Untuk pajak

hiburan pihak dinas akan menurunkan petugas untekakumkan
pengamatan potensi yang dimiliki oleh wajib pajeksébut. Petugas
meneliti pendapatan yang diperoleh dari obyek p&agebut untuk
menentukan besarnya pajak yang akan dibebankand&eywajib

pajak.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2011)

Secara keseluruhan kegiatan sistem penetapan tpegeirimaan
pajak hiburan tidak berjalan dengan optimal. Halt@énjadi karena target
yang ditetapkan pada tahun 2008-2010 tidak tercahamlah realisasi
yang diperoleh pun jauh dari yang ditargetkan, sgklan penetapan target

penerimaan sendiri dilihat dari potensi-potensiibvppjak yang ada.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menantd&rget penerimaan
pajak hiburan ditentukan oleh bagian pendaftaran gEndataan, namun
bagian penetapan juga memiliki peran yang pentiagerka bagian
penetapan juga memiliki peran yang penting karexgalm pendataan ini
memiliki wewenang untuk menetapkan dan menghitanget penerimaan
pajak hiburan, tetapi bukan berarti bagian-bagiamgy lainnya tidak
memiliki peran dan tidak terlibat dalam penentuan gencapaian target

penerimaan pajak hiburan tersebut.



Dengan demikian keberhasilan penerimaarkgdafauran merupakan
hasil kerja yang dilakukan oleh seluruh bagian yag pada Dinas
Pendapatan Kota Batu dan merupakan kerjasama &@iteas Pendapatan
dan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Batu B&RD Kota Batu.

c. Peninjauan Tarif Pajak Hiburan

Secara umum tarif pajak hiburan telah ditentukarsabeya,
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kafia Bomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 6 menyebuikhwa besarnya
tarif pajak disesuaikan dengan jenis hiburannyaif pajak hiburan yang
tercantum dalam Peraturan Daerah merupakan kesaepakantara
Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wakil rakyatuteaja hal ini
tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Untuk meatget tarif pajak
hiburan Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10

Tarif Pajak Hiburan Kota Batu

No Jenis Hiburan Tarif
1 Kesenian Rakyat/ Tradisior 10 %

2 Pertandingan Olahra 15%

3 Taman Wisata 35%
4 Pagelaran Musik/ Tari/ Busana 35%
5 Permainan Bilyard 35%
6 Pacuan Kuda 35%
7 Balap Kendaraan Bermotor 35%
8 Permainan Ketangkas 35%

9 Pertandingan Olahra 35%
10 Panti Pijat 25%

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.
Pada tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa tenfsj hiburan

kesenian rakyat/ tardisional sebesar 10%; pertgadirolahraga sebesar



15%; taman wisata, pagelaran musik/ tari/ busaeamainan bilyard,
pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permaintandiesan dan
pertandingan olahraga sebesar 35%; panti pijasael2®%.

Peninjauan terhadap tarif pajak ini perlakdikan, karena akan dapat
digunakan sebagai dasar penetapan pajak selanji@hgamping itu juga
diketahui apakah tarif yang diberlakukan tersebasim sesuai atau tidak,
sehingga apakah perlu untuk menetapkan tarif yaarg.Hal tersebut
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng selaksi 3endaftaran,
Pendataan dan Penetapan, bahwa:

“Peninjauan ini secara umum dilakukan dengan maksuotuk

mengetahui apakah suatu wajib pajak bertambahgebdy&ng, wajib

pajak memperpanjang waktu atau wajib pajak memib&kan
kegiatannya yang dapat dikenakan pajak. Peninjaniaberkaitan
langsung dengan besarnya tarif yang dikenakan dephawajib

pajak”. (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2011).

Mengenai cara pelaksanaan peninjauan tajdkphiburan di Kota
Batu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak §usglaku Seksi
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, menyatdkaa: ba

“Peninjauan tarif pajak hiburan Kota Batu dilakdeara dengan 2

cara: Pertama, wajib pajak datang sendiri ke Kabinas Pendapatan

Kota Batu atau melalui telepon, melaporkan apakabiakannya

sebagai pajak dilanjutkan atau tidak. Kedua, petugalaksanakan

peninjauan ke lapangan. Pelaksanaan peninjauadilakisanakan
seiring dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendsghagga pada
saat pelaksanaan peremajaan data, secara otomdsh sercakup

didalamnya peninjauan terhadap tarif pajak hibwang dikenakan
kepada setiap wajib pajak”. (Hasil wawancara tah@ygaluni 2011).

Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Susi Trimulyaetterangkan

bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu menurunkan apatak peninjauan



sekaligus pengawasan terhadap kegiatan tempattemipaan di Kota
Batu. Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu diberi kamgan untuk
melihat pembukuan keuangan pengelola tempat hibdeam secara
langsung membaur dengan para wisatawan yang berigndi tempat
hiburan tersebut. (Dikutip dari  www.seputar-indaagom

/edisicetak/content/view/455963/ ).

Dari pelaksanaan peninjauan di lapangan oleh apé@aas
Pendapatan tersebut dapat diketahui kondisi jupkigunjung tempat
wisata. Hal ini diperjelas oleh pihak pengelola pam hiburan yaitu
manajer marketing BNS, Deny Wirabayu mengatakarwbhapada hari
biasa, kunjungan wisatawan ke BNS mencapai 2.08@goperharinya,
namun saat libur panjang menjadi sekitar 4.00065.606ang. Manajer
Marketing Jatim Park I, Titik S Ariyanto, menjelask pada hari libur
biasa kunjungan wisata ke Jatim Park | mencapdl03drang, namun
pada libur panjang mencapai 5.000-6000 orang wisata (Dikutip dari

www.antarajatim.colihat/berita/63576/kunjungan-wisatawan-ke-bns-

meningkat-100-persen ).

Secara keseluruhan peninjauan tarif pajakurBn ini sudah
dilaksanakan secara intensif namun masih belummaptiAparat dinas
telah melakukan peninjauan langsung di lapangaamu, kegiatan ini
harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada keagea yang dilakukan
oleh pihak pengelola tempat hiburan dan juga tapgeterimaan pajak

hiburan bisa tercapai.



d. Pengawasan Pajak Hiburan

Pengawasan atas wajib pajak merupakan kegipemantauan di
lapangan atas wajib pajak yang telah mendaftarkyelo pajaknya
kepada Dinas Pendapatan, sehingga jika ada hibyerg akan
diselenggarakan pihak dinas langsung mengadakarargaoan atau
pengawasan di lapangan agar tidak terjadi pelanggaglanggaran atau
pun kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajakamahal ini wajib
pajaknya adalah pengusaha sebagai pihak penyelanbtdmuran. Wajib
pajak atau pengusaha yang memiliki jumlah pajalgyzanyak atau tinggi
dan wajib pajak tersebut juga rajin membayar paga&u memiliki
kesadaran untuk membayar pajak. Hal tersebut $e@erg diungkapkan
oleh Bapak Sugeng, selaku Sie Pendaftaran, Penddta Penetapan
bahwa:

“Pihak Dinas Pendapatan melakukan pengawasan a&aarpauan

terhadap wajib pajak. Pengawasan ini dilakukan kumtencegah

terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lapanganasi{Hvawancara

tanggal 17 Juni 2011).

Untuk mengetahui jumlah wajib pajak hiburan insidemahun
anggaran 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihattpbdhberikut.

Tabel 11
Obyek Pajak Hiburan Insidentil Tahun Anggaran 2Q070
Tahur | Nama Obyek Pajak Hibure Tangga Tempa
Insidentil
2007 Kejurnas SuperCross Seri |l 28-29 April Sitl&isir
Djarum 76 Grasstack Jatim 1-2 Stadion Brantas
Desember
2009 MotorCross International | 12 Desember Stadion Brantas
Championship

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.



Pada tabel 11, dapat diketahui bahwa pajak hibusidentil tahun
anggaran 2007 sampai dengan 2010 hanya terjadi $akt pada tahun
anggaran 2007 adalah Djarum 76 Grasstack Jatim Idejurnas
SuperCross Seri Il. Dan pada tahun anggaran 20@fladviotorcross
International Championship. Jumlah obyek pajakd@stil ini jauh lebih
sedikit daripada obyek pajak permanen atau tetapaland
menyelenggarakan hiburan yang sifatnya insidemitilkarcis masuk atau
tiket tersebut terdapat lubang atau stempel yasgh#an oleh Dinas
Pendapatan. Dalam melakukan pengawasan dan pemardalapangan
baik hiburan yang bersifat insidentil maupun hilbuyang sifatnya tetap,
pihak Dinas Pendapatan menurunkan beberapa apatrét melakukan
pemantauan di lapangan.

Pengawasan atas wajib pajak hiburan ini merupa&kah satu upaya
pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya lapggaran-
pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan olehpsetajib pajak,
khususnya pajak hiburan. Pengawasan terhadap pajpli dengan karcis
terporporasi dan komputerisasi merupakan pengawgasag dilakukan
oleh Dinas Pendapatan terhadap wajib pajak hibtesap dan pajak
hiburan insidentil, yaitu wajib pajak yang menyejgarakan hiburan

seperti konser musik, pertandingan olah raga aag jainnya.

Gambar 7

Karcis Terporporasi dan Terkomputasi




Pada gambar 7, dapat diketahui bahwa karcis maibwkam resmi
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Baalahdkarcis yang
terporporasi (dilubangi dan distempel) dan kar@sgy terkomputerisasi
seperti contoh pada gambar diatas adalah karciskndasim Park.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu SriatE Selaku Sie
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan:

“Kami menurunkan beberapa aparat Dinas Pendapatatak u

melakukan pengawasan dan pemantauan di lapandadagx wajib

pajak yang akan menyelenggarakan hiburan. Dan saamg telah
atau diberi lubang atau telah distempel oleh D@sdapatan. maka
karcis tersebut telah terdaftar dan telah mendgmpatdari Dinas

Pendapatan Kota Batu.”(Hasil wawancara pada tan§gAbustus

2011).

Sistem pengawasan yang memadai terhadap sumbeapatad
daerah sangat diperlukan sebagai salah satu upay mendapatkan
hasil penerimaan PAD yang maksimal dalam usaha jpgadn daerah
untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, al@aarmmandiri
dengan semangat otonomi daerabh.

Untuk mengetahui jumlah aparat Dinas Pendapatia RBatu yang

melakukan pengawasan terhadap wajib pajak hibahant 2007 dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batun R4y

No Obyek Pajak Hiburan Jumlah Apargat Keterangan
1 Air Panas Songgoriti, 1Tim awal tahun,akhir
Jatim Park 1, Hotel (4 Orang) tahun, bulan sepi,
Purnama, Perhutani, bulan ramai, hari

sepi, hari ramai

2 Kusuma Agro Wisata, 1Tim awal tahun,akhir
Selecta, Sumber Darmi] (4 Orang) tahun, bulan sepi,

PS. Fantasi bulan ramai, hari

sepi, hari ramai




3 Tirta Nirwana, Galaxy 1 Tim awal tahun,akhir

Bilyard, PS. Ria, (4 Orang) | tahun, bulan sepi,
Batimung, bulan ramai, hari

sepi, hari ramai

4 PS. Ermala, Dhogadhoj 1Tim awal tahun,akhir
Hartini, Lia Jasa, (4 Orang) | tahun, bulan sepi,

bulan ramai, hari
sepi, hari ramai
5 Martha, Mekar Jaya, 1Tim awal tahun,akhir
Shinta, Putri Jaya (4 Orang) tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari rami

6 Rahayu, Ramayana, Rirj 1Tim awal tahun,akhir
Jaya, Tri MJ (4 Orang) | tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 12 di atas dapat diketahui bahaga gahun 2007
Dinas Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasaam gadl tahun,
akhir tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepiab ramai, hari sepi dan
hari ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalahik&tada liburan
sekolah dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawedaagi dalam 6
tim, pada setiap tim terdiri dari 4 orang. Setiaimi mengawasi 4 titik
lokasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasaib wajak hiburan

pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batun 408
No Obyek Pajak Hiburan Jumlah Aparat Keterangan
1 Air Panas Songgoriti, 1Tim awal tahun,akhir
Jatim Park 1, Hotel (4 Orang) tahun, bulan sepi,

bulan ramai, hari

Purnama, Perhutani, - 3 4
sepi, hari ramai

2 Kusuma Agro Wisata, 1Tim awal tahun,akhir
Selecta, Tri MJ, PS. (4 Orang) tahun, bulan sepi,
Fantasi bula_n ramai, hari

sepi, hari rami
3 Tirta Nirwana, Galaxy 1Tim awal tahun,akhir

Bilyard, PS. Ria, (4 Orang) tahun, bulan sepi,




Batimung,

bulan ramai, hari
sepi, hari ramai

PS. Ermala, Dhogadhoj
Hartini, Lia Jasa,

1 Tim
(4 Orang)

tahun, bulan sepi,

awal tahun,akhir

bulan ramai, hari
sepi, hari ramai

Martha, Mekar Jaya,
Shinta, Putri Jaya

1 Tim
(4 Orang)

awal tahun,akhir

tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari rami

Rahayu, Ramayana, Rini
Jaya

1Tim
(4 Orang)

awal tahun,akhir

tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.
Pada tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa ddat2008 Dinas

Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan padatalat, akhir

tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, buemai, hari sepi dan hari

ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketikdadiburan sekolah

dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan tethkagn 6 tim, pada

setiap tim terdiri dari 4 orang. Setiap 1 tim memasi 4 titik lokasi. Untuk

mengetahui pelaksanaan pengawasan wajib pajakanilpada tahun 2009

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batun 49
No Obyek Pajak Hiburan Jumlah Apargat Keterangan
1 Air Panas Songgoriti, 1Tim awal tahun,akhir
Jatim Park 1, Hotel (5 Orang) tahun, bulan sepi,
Purnama, Perhutani, bulan ramai, hari
sepi, hari rami
2 Kusuma Agro Wisata, 1Tim awal tahun,akhir
Selecta, PS. Fantasi, PS$. (5 Orang) tahun, bulan sepi,
Ermala, bulan ramai, hari
sepi, hari ramai
3 Tirta Nirwana, Futsal 1Tim awal tahun,akhir
Oro-Oro Ombo, PS. Ria] (5 Orang) tahun, bulan sepi,
Batimung, bulan ramai, hari
sepi, hari rami
4 Dhogadho, Hartini, Lia 1Tim awal tahun,akhir




Jasa, Atlantic Lotus (5 Orang) tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari ramai
5 Martha, Mekar Jaya, 1Tim awal tahun,akhir
Shinta, Putri Jaya, Tri MJ (5 Orang) tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari rami

6 Rahayu, Ramayana, Rini 1Tim awal tahun,akhir
Jaya, Melati (5 Orang) tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari
sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.
Pada tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa @ddant2008 Dinas

Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan padatalat, akhir

tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, bukenai, hari sepi dan hari
ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketilkdadiburan sekolah
dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan iethiagn 6 tim, pada
setiap tim terdiri dari 5 orang. Setiap 1 tim memgsi 4-5 titik lokasi.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan wajib gajakan pada
tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batun 40

No Obyek Pajak Hiburan Jumlah Aparat Keterangan
1 Air Panas Songgoriti, 1 Tim awal tahun,akhir
Batu Night Spectcular, | (5 Orang) tahun, bulan sepi,

Hotel Purnama, Perhutar bulan ramai, hari
sepi, hari rami

2 Jatim Park 1, Jatim Par} 1Tim awal tahun,akhir
2, Kusuma Agro Wisata, (5 Orang) tahun, bulan sepi,
Selecta bulan ramai, hari

sepi, hari ramai

3 Tirta Nirwana, Futsal 1 Tim awal tahun,akhir
Oro-Oro Ombo, Matrix (5 Orang) tahun, bulan sepi,
Futsal, Seven Futsal bulan ramai, hari

sepi, hari ramai

4 Rental Atlantic Lotus, PS. 1Tim awal tahun,akhir
Ermala, Lucky Family (5 Orang) tahun, bulan sepi,

bulan ramai, hari

Qoo iR sepi, hari ramai




Dhogadho
5 Hartini, Lia Jasa, Martha, 1 Tim awal tahun,akhir

Mekar Jaya, Shinta (5 Orang) | tahun, bulan sepi,
bulan ramai, hari

sepi, hari ramai

6 Putri Jaya, Rahayu, 1 Tim awal tahun,akhir
Ramayana, Rini Jaya, Tti (5 Orang) tahun, bulan sepi,
MJ bulan ramai, hari

sepi, hari rami

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.
Pada tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa pihakDPendapatan

Kota Batu melakukan pengawasan pada awal tahunr &iiun, awal
bulan, akhir bulan, bulan sepi, bulan ramai, hapisdan hari ramai.
Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketika ada tdou sekolah dan
liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan terbkgndatim, pada setiap
tim terdiri dari 5 orang. Setiap 1 tim mengawa$i #tik lokasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 fMaR004
tentang Pemerintah Daerah Pasal 218 pengawasanpsergelenggaraan
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah yamgiputi
pelaksanaan atas urusan pemerintah di daerah \éaigahakan oleh
pengawas intern pemerintah sesuai dengan PeratBemindang-
Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun42®éntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daariPéah Daerah,
bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan selaasya untuk
mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri,aseikmjuga di
dalamnya pengelolaan pendapatan serta pembiayaayel@eggaraan
Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Pendapaterdh Kota Batu

merupakan suatu lembaga yang berwenang dan berkemmalam



melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pemyePAD di
lingkungan Kota Batu.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap pekds pemungutan
pajak hiburan di Kota Batu telah disebutkan dalaemaRiran Daerah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal’ 3&epala Daerah
dalam rangka pengawasan berwenang untuk mengujiatudesm
pemenuhan kewajiban pajak daerah dan tujuan-tupiandalam rangka
melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Penpaja&arah dan
Retribusi”.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik terhadap upguoian
pajak hiburan sehingga mampu memberikan kontribhesgi PAD,
tentunya diperlukan sistem dan prosedur pemungodgak daerah yang
baik pula. Adapun tujuan dari sistem dan prosedemyngutan pajak
daerah adalah sebagai pedoman dan penentu dalaksq®an tugas di
lapangan, di samping itu juga meningkatkan ketei@mpaparat yang
melakukan pemungutan..

Pelaksanaan pengawasan pajak hiburan ini sangatingien
dikarenakan pengelolaan pajak hiburan jelas bergdou dengan
keuangan, sehingga diperlukan pengawasan agar titejadi
penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan dilakukagadenjuan yang
telah ditetapkan dengan baik sesuai dengan rengama telah disusun

sebelumnya. Pengawasan ini berperan untuk mengetahumengurangi



adanya penyimpangan-penyimpangan pekerjaan di swganisasi atau
insitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengarStiati, SE.
selaku Sie Pendaftaran,Pendataan dan Penetapaeméakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Baitu

secara pemantauan berkala, dimana petugas Dinadad¢an

melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat wyseitg ada di

wilayah Kota Batu. Tujuannya adalah untuk menceggtaya tidak

terjadi penyimpangan atau penggelapan pajak atdakan lain yang
bisa mengurangi penerimaan pajak hiburan”. (Haslancara pada
tanggal 17 Juni 2011 ).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan Dinas patadaKota
Batu diharapkan agar tujuan yang telah ditetapksa tercapai. Maksud
dari pengawasan itu sendiri sebenarnya bukan mekeaalahan atau
kekeliruan akan tetapi pelaksanaan pengawasanbterseengetahui
adanya penyimpangan-penyimpangan dan dapat mentisasigpenyebab
terjadinya manipulasi data dari sektor pajak hibui@ecara keseluruhan
pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan olehsDiPendapatan
Kota Batu sudah dilakukan secara intensif namurnurbeloptimal.
Pelaksanaan pengawasan berkala yang telah dilakekayata tidak dapat
mendukung tercapainya target penerimaan pajakdmbiahun 2008-2010.
e. Peningkatan kesadaran wajib pajak

Peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan saél $saha
Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pajakukhya pajak
hiburan. Mengingat banyaknya jumlah hiburan yarggldnggarakan di

Kota Batu, maka Pemerintah Daerah merasa perlik untningkatkan

kesadaran bagi seluruh wajib pajak. Peningkatamadegan bagi wajib



pajak merupakan usaha untuk memberitahukan kepafla pajak dan
masyarakat akan kewajiban mereka untuk membayak pajsuai dengan
peraturan yang berlaku, dan besarnya jumlah pagaig \harus dibayar
sesuai dengan obyek pajak yang mereka miliki. Ddlahini intensifikasi
pemungutan pajak hiburan peningkatan kesadaranviegin pajak perlu
dilakukan karena kesadaran wajib pajak khususnyak gaburan masih
rendah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan BlelSriati, SE selaku
Sie Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, bahwa:
“Tingkat kesadaran wajib pajak hiburan masih rendah mereka
menginginkan agar membayar pajak dengan jumlah yandah.
Pihak Dinas memberikan sanksi kepada para wajilakpgjang
terlambat membayar pajak sebesar 2% setiap bukdrinHlilakukan

dengan tujuan agar para wajib pajak sadar dan megimbayar pajak
tepat waktu”. (Hasil wawancara tanggal 5 Juli 2011)

Gambar 8
Loket Pelayanan Pajak
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1.Pelayanan pembayaran Pajak dilaksanakan
Tgl 15/d 10 Setiap Bulannya.
2.8anksi Administrasi (Denda) Sebesar 2 % atas
kekurangan dan atau keterlambatan pembayaran
Pajak setiap Bulannya. _
Dl ot s oo AL

Pada gambar 8 di atas menunjukkan bahwa pada skiiah
pelayanan pajak di Dinas Pendapatan Kota Batu dengapengumuman

bahwa pelayanan pembayaran pajak dilaksanakantgagigal 1-10 setiap



bulannya dan dikenakan sanksi administrasi (ders#desar 2% atas
kekurangan dan atau keterlambatan pembayaran paji#p bulannya.
Tujuan dari pemasangan pengumuman ini adalah umekingkatkan
kesadaran dan kedisplinan wajib pajak pajak memhasjak tepat waktu.
Selain adanya kurangnya kesadaran dan ketidakdempivajib pajak
dalam membayar pajak tepat waktu. Terdapat juga&raph wajib pajak
yang bermasalah dengan menunggak pembayaran plaijeryaitu Batu
Night Spectacular dan Jatim Park 1. Hal ini terjeaiena pihak BNS dan
Jatim Park 1 merasa tarif pajak yang dibebankaaltetinggi sehingga
terjadi penunggakan pembayaran pajak hiburan @ddatanggaran 2008
sampai 2010 sebesar Rp 10.220.000.000,00 kepadeoPBatu. (Dikutip

dari www.seputarindonesia.com /edisicetak /content/\i&#&138).

Kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk merabagjak masih
perlu ditingkatkan karena dengan adanya kesadamaketlisiplinan dapat
meningkatkan target dan penerimaan pajak khususajgk hiburan, dan
nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Batuardekeseluruhan
pelaksanaan peningkatan kesadaran wajib pajak rhbakim optimal. Hal
ini terjadi karena adanya wajib pajak yang membaaak tidak tepat
waktu. Dinas Pendapatan Kota Batu hanya membes&aksi denda 2%
per bulan kepada wajib pajak yang telat membaygakpaDinas
Pendapatan Kota Batu diharapkan lebih giat lagardapeningkatan
kesadaran wajib pajak, seperti mengadakan dislarsaina antara aparat

dinas dan wajib pajak.



2. Upaya Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan Paijakrah
Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hibu@mas
Pendapatan selain melakukan upaya intensifikaskuklan juga upaya
ekstensifikasi pajak hiburan. Sebagaimana menuapaB Sugeng selaku
Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, bahwa :
“Dalam upaya ekstensifikasi yang sudah dilakukahalpi Dinas
Pendapatan yaitu dengan cara penambahan wajib, mgagan cara
tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimagak phiburan
untuk setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajakdn diharapkan
bisa konsisten selalu mengalami peningkatan dail gidak akan
terjadi lagi penurunan penerimaan terhadap pajékiran.” (Hasil
wawancara pada tanggal 5 Juli 2011 ).

a. Penambahan Wajib Pajak

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak hibditakukan setiap bulan
yaitu aparat dinas berkeliling mencari tempat-teimpuran baru dan
juga melakukan peremajaan data sehingga terjadibpban data wajib
pajak. Perubahan tersebut biasanya terjadi kardaaya penambahan
data wajib pajak pada obyek-obyek hiburan milikggag dilakukan atau
diinginkan oleh wajib pajak itu sendiri, sehinggajadi peremajaan data
jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak hiburanskieun setiap
bulannya belum tentu mengalami perubahan baikatam penambahan
maupun penurunan wajib pajak.

Sebagaiman menurut Bapak Sugeng selaku Sie Penadafta
Pendataan dan Penetapan, menyatakan bahwa:

“Penambahan wajib pajak hiburan di Kota Batu meamal

perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu pelaksapendaftaran
dan pendataan ulang terhadap wajib pajak hiburkukan setiap



bulannya agar lebih terkontrol dan lebih diketdberiapa peningkatan

wajib pajak yang terjadi sehingga dapat diketahuimlah

perkembangan wajib pajak hiburan secara keseluruh@asil
wawancara tanggal 5 Juli 2011 ).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah kémgs Dinas
Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan pajak dnibdengan cara
melakukan penambahan wajib pajak hiburan sudalksdifeakan secara
aktif namun belum optimal. Upaya ini harus lebitirdgjkatkan lagi yaitu
aparat dinas harus lebih jeli lagi melihat potgratiensi hiburan di Kota

Batu yang belum mendaftarkan diri sebagai wajilakaj

3. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007 Sabgagan 2010

Pajak hiburan di Kota Batu merupakan salah satibsu pajak daerah
yang potensial untuk ditingkatan dalam rangka ngatkan pendapatan
asli daerah Kota Batu. Wilayah Kota Batu merupakawasan wisata
sehingga banyak wisatawan dari luar daerah yangubgmg ke obyek
wisata Kota Batu.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Ta60%-2010

Salah satu sumber PAD Kota Batu yang meméaeridukungan
cukup besar dalam pembangunan daerah adalah PagkH) dan pajak
hiburan merupakan salah satu penyumbang cukup beshadap
keseluruhan penerimaan daerah dari sektor Pajatabae

Untuk mengetahui pencapaian target dansgsilierhadap pungutan

pajak hiburan di Kota Batu, dapat dilihat tabebadwabh ini:



Tabel 16

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bata Tahun
2007-2010

Tahun Target Realisasi %

2007 | 1.300.000.000,001.490.996.971,00 114,69

2008 | 2.392.000.000,001.371.712.570,00 57,35

2009 | 2.800.000.000,001.978.360.490,00 70,66

2010 | 4.000.000.000,002.766.190.750,00 69,15

Sumber: Dokumen Dinas,2011.

Dilihat dari tabel 16 dapat diketahui bahwanerimaan pajak
hiburan tahun anggaran 2007 prosentase tercapaetyasar 114,9%.
Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2008 pessetercapainya
sebesar 57,35%. Penerimaan pajak hiburan tahunaemgg2009
prosentase tercapainya sebesar 70,66%. Peneriragnhiburan tahun
anggaran 2010 prosentasenya sebesar 69,15%.

Berdasarkan data realisasi di atas penenmpajak hiburan
menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2008 hirgffa @engalami
peningkatan penerimaan. Namun, realisasi penerinpagak hiburan
tidak mencapai target yang ditetapkan. Terdapaeragla faktor yang
menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pépakah. Berikut
ini pernyataan dari Ibu Sriati, SH selaku Seksid2étaran, Pendataan

dan Penetapan :



“Realisasi pajak hiburan tidak mencapai target yalitgtapkan
karena ada beberapa hal yang menyebabkan redidsdstercapai,
yaitu target yang ditetapkan oleh DPRD terlalu gindan masih
kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajakt tep&tu.”
(Hasil wawancara tanggal 5 Agustus 2011)

Berdasarkan tabel tersebut, ada peningka&merimaan pajak
hiburan setiap tahunnya. Namun pada tahun angg2b@8 sampai
dengan 2010 meskipun tidak mencapai target samali.sékeskipun
realisasi tidak sesuai dengan target yang teladtagikan, hal tersebut
dapat mengindikasikan akan adanya keberhasilanpatti Dinas
Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkanripeasn pajak
hiburan yang nantinya dapat menunjang PAD. Sebagaimyang
dikemukakan oleh lbu Sriati, SE selaku Sie Bidangnd@ftaran,
Pendataan dan Penetapan menyatakan bahwa

“Usulan mengenai target penerimaan pajak hiburgertitungkan

berdasarkan atas kondisi wilayah dan Pemerintatal&otyang

sebenarnya menetapkan target pajak hiburan daru teaja
memberikan masukan”. (Hasil wawancara pada tanggsdustus

2011)

Hal ini lebih lanjut diterangkan oleh Bap&kigeng, selaku Sie
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menya@zhwa:

“Untuk besarnya nilai nominal target pajak hiburdaami

memberikan usulan yang akan ditampung yang nantaiyen

diteruskan ke Pemerintah Kota tentu saja dengarsepguan

Kepala Dinas yang menjadi pertimbangan kami dalangusulkan

target adalah perkembangan sektor pajak hiburag kami kelola

dan potensi yang dimiliki oleh Kota Batu.” (Hasihwancara pada

tanggal 5 Agustus 2011)

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketabahwa Dinas

Pendapatan Kota Batu juga mempunyai peran dalaretgggan target

pajak hiburan yang akan ditetapkan. Tetapi walaugemikian tetap



Pemerintah Daerah Kota Batu yang berhak menetap&aarnya target
yang akan diterima dari sektor pajak hiburan. Reat target
dimaksudkan untuk menjadi dasar dari pemungutammkpdgiburan.
Sehingga akan mempengaruhi hasil penerimaan péjakain.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Pajakr&h Dalam

Menunjang PAD

Penerimaan pajak hiburan sangat berpengamiadap peningkatan
PAD, meskipun dalam pencapaian targetnya belum apanchasil
sebagaimana yang diharapkan, namun demikian Pdatefaerah Kota
Batu merasa optimis bahwa pungutan pajak hiburarsirmalapat
ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Sebagaimana menurut Bapak Sugeng selaku iBand Pendaftaran.
Pendataan, dan Pendapatan, menyatakan bahwa:

“Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah poauterhadap

PAD merupakan rasio antara pajak hiburan daam tahtun dengan

Pajak Daerah atau dengan PAD pada tahun yang sartiaya

semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikamakin tinggi

atau besar tingkat kontribusi pajak hiburan terpa&ajak Daerah
maupun PAD.”(Hasil wawancara pada tanggal 5 Agua@id).

Bila dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hiburan_: realisasi pajak hiburah00
realisasi pajak daerah

2. Kontribusi pajak hiburan: realisasi pajak hiburat00
dfsasi PAD

Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburaerhaidap Pajak Daerah,

seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 17
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah i&attu
Tahun Anggaran 2007-2010
No | Tahun| Realisasi Pajak Realisasi Pajak | Kontribusi

Hiburan Daerah (%)
2007 | 1.490.996.971,00 6.204.910.885|00 24.C
2008 | 1.371.712.570,00 6.841.187.889|00 20,0
2009 | 1.978.360.490,00 7.861.348.123|00 25,1
2010 | 2.766.190.750,00 9.529.225.958|00 29,0
Sumber: Dokumen Dinas, 2011.
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Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwerikoisi pajak hiburan
terhadap Pajak Daerah pada tahun anggaran 2007 erikarbkontribusi
sebesar 24,03% untuk tahun anggaran 2008 membeki&atribusi
sebesar 20,05%. Pada tahun anggaran 2009 membekikatnbusi
sebesar 25,17% dan pada tahun anggaran 2010 mkambéontribusi
sebesar 29,03%.

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan dbehSriati, SE selaku Sie
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, askajelbahwa:

“Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerafapehunnya selalu

mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008 nemga

penurunan kontribusi.”(Hasil wawancara pada tanggalAgustus
2Soeldlazngkan kontribusi pajak hiburan terhadapdBpatan Asli Daerah
Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 18

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Batu
Tahun Anggaran 2007-2010

No Tahun Realisasi Pajak Realisasi PAD Kontribusi
Hiburan (%)

1 2007 1.490.996.971,0C 16.332.164.513|19 9,18

2 2008 1.371.712.570,0¢ 14.202.630.312/49 9,66




3 2009 1.978.360.490,0¢ 17.386.741.568/44 11,38

4 2010 2.766.190.750,0d 17.735.602.953|95 15,60

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Berdasarkan tabel 18, dapat diketahui bahweda ptahun 2007
kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 9,1®#da tahun
anggaran 2008 memberikan kontribusi sebesar 9,&#&njutnya pada
tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 11,38%pdda tahun 2010
memberikan kontribusi sebesar 15,60%.

C. Analisa Data

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintaérath yaitu
Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha memperk@nampuan
keuangannya, dengan menggali sumber-sumber keuarmEm dan
mengembangkan sumber-sumber yang telah ada. Daddankya dengan
peningkatan PAD, khususnya pajak hiburan, maka tdditgkukan dengan
intesifikasi dan ekstensifikasi pungutan-pungutaareh yang berlaku. Upaya
intensifikasi adalah berupa peningkatan penerinpagak hiburan, sedangkan
upaya ekstensifikasi mencari dan menggali sumbmbsu pendapatan daerah
yang baru dalam batas ketentuan Peraturan perunom@ngan. Untuk
meningkatkan intensifikasi pemungutan maka sumbeyad manusia
ditingkatkan, koordinasi antar aparat dan instéer&iait perlu dikembangkan,
kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan taphgzhra wajib pajak

diefektifkan. Sedangkan upaya ekstensifikasi puargudilakukan dengan



penggalian sumber-sumber baru dan pembuatan pamgteraturan daerah
yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaam(24104:110)

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahahdailtensifikasi dan
ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak hibyamy meliputi sebagai
berikut:

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

a. Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Wajik Paja

Kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi obyek dgh pajak hiburan
merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh apdirsds, berawal dari
kegiatan ini maka akan dapat ditentukan beraparigsdarget dan realisasi
yang akan ditetapkan pada tahun anggaran beriku8slain itu, salah satu
faktor keberhasilan dalam kegiatan pemungutan pdjdduran adalah
pelaksanaan pendaftaran dan pendataan yang dilakelkd aparat Dinas
Pendapatan Kota Batu, sehingga apabila prosessaslain pendaftaran dan
pendataan pajak hiburan tidak optimal maka targaepmaan pajak hiburan
di tahun tersebut tidak bisa tercapai.

Pelaksanaan pendaftaran dapat dilakukan dengancahaa yaitu yang
pertama pendaftaran dengan cafficial assessment yaitu aparat dinas
pendapatan mendatangi wajib pajak untuk melaksanakagiatan
pendaftaran, yang kedua dengan cselé assessment dimana calon wajib
pajak mendatangi kantor dinas pendapatan untuk afi@nkian diri sebagai
wajib pajak. Kelemahan dari pendafataran dengaa icaryaitu wajib pajak

harus datang langsung ke kantor dinas pendapatak uorendaftarkan diri.



Hal inilah yang membuat wajib pajak cenderung maiatsik datang karena
terbentur oleh waktu dan kesibukan yang menyebalpkareka tidak bisa
mendaftar secara langsung. Kelebihan dari pelaksapandaftaran ini yaitu
bisa memantau obyek pajak yang ada, memantau giajek yang baru dan
menertibkan prakatek hiburan ilegal. Untuk mengateendala tersebut
formulir pendafataran diantar langsung ke temapaibw pajak yang
bersangkutan. Hal ini bertujuan agar muncul kesadbagi masyarakat untuk
membayar pajak.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hiburatinmulai dari aparat
dinas memberikan formulir pendaftaran wajib pajakgy kemudian diisi oleh
calon wajib pajak. Kemudian aparat dinas membuatkariu NPWPD.
Selanjutnya dilakukan kegiatan pendataan yang dinddngan memberikan
formulir pendataan kepada wajib pajak. Kegiatandagamn ini dimaksudkan
untuk memperoleh data perpajakan dari wajib pajakiran. Data tersebut
berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnighjpajak hiburan yang
akan dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkiemudian melakukan
pencatatan data pajak daerah dalam kartu data selagjutnya diserahkan
kepada unit kerja yang membidangi untuk proses tppaa. Berdasarkan
kartu data, bagian penetapan kemudian menghitureyaga besar pajak yang
dikenakan kemudian hasilnya dituangkan dalam dafieat ketetapan yang
kemudian diterbitkan surat keputusan tentang &péet pajak dan kemudian

menerbitkan lagi surat keputusan wajib pajak sebagdia pembayaran.



Kelemahan dari pelaksanaan pendataan ini adalahydatty diserahkan
wajib pajak kadang belum sepenuhnya lengkap seaimmglu dilakukan
pendataan ulang lagi dan proses pendataan ulangémbutuhkan waktu
yang lama. Kebaikan dari pelaksanaan ini adalahkumiengantisipasi adanya
tambahan data perpajakan, jadi perlu dan haru&ullidgam pendataan lagi
untuk melengkapi laporan nantinya. Untuk melakuls@emdataan petugas
harus terjun secara langsung ke lapangan untuk er®fep data perpajakan
tambahan yang diinginkan dari hasil kegiatan pexatatdan dari hasil
kegiatan pendataan tersebut sebaiknya dicantundamdkartu data.

Berdasarkan penyajian tabel 5, dapat diketahui bBahwmlah wajib pajak
hiburan tahun anggaran 2007 yaitu 22 wajib pajddutain, tahun anggaran
2008 yaitu 23 waljb pajak hiburan, tahun angg&@®o yaitu 24 wajib pajak
hiburan dan tahun anggaran 2010 adalah 27 wajékda@puran. Dari data
wajib pajak ini diketahui bahwa setiap tahun sekadia peningkatan jumlah
wajib pajak hiburan. Kegiatan pendataan data wpfiak ini merupakan
proses awal yang nantinya dari data wajib pajakuraib akan diketahui
seberapa besar penerimaan yang akan diperolebettdor pajak hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatafapdingan kegiatan
pendaftaran dan pendataan pajak hiburan maka démaahui bahwa Dinas
Pendapatan Kota Batu telah berupaya dengan berleggkah alternatif
dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pedaksan pendaftaran dan
pendataan terhadap wajib pajak hiburan, yaitu dengamberikan bentuk

pelayanan kepada wajib pajak yang datang langsungkdntor Dinas



Pendapatan Kota Batu maupun dengan mendatangi&eyaih pajak secara
langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka mening&atkealisasi penerimaan
pajak hiburan, sehingga akan dapat menunjang penolBajak Daerah.

Pemungutan pajak secara langsung akan semm&kimgkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak hiburan sehinggeade demikian
penerimaan pajak hiburan akan meningkat. Kesempeataput bola ini pula
dapat digunakan untuk lebih jelas mensosialisasiRaraturan Daerah ke
masyarakat khususnya wajib pajak hiburan dengara caemberikan
penyuluhan tentang keberadaan Peraturan Daeramyamggatur masalah ini.

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajdk gersebut
kebanyakan aparat Dinas Pendapatan yang mendatraga langsung setiap
wajib pajak, sehingga pemungutan pajak hiburan rbeaptimal, karena
keterbatasan petugas serta waktu yang ada untuiikok@n pelaksanaan
pendaftaran dan pendataan, hal ini disebabkan &akemangnya tingkat
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepis paktunya.

Dengan demikian proses pendaftaran dan pegutlavajib pajak di Kota
Batu telah dilaksanaan secara intensif terbuktivgalsetiap tahun terjadi
peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Kegiatandadtaran dan pendataan
merupakan dasar untuk menentukan pencapaian taaget tahun anggaran
yang bersangkutan. Maka Dinas Pendapatan Kota ddatotut untuk dapat
mengoptimalkan kegiatan pendaftaran dan pendatafib pajak yang tidak

langsung untuk membayar beban pajak atas obyek pajag dimilikinya.



Kegiatan pendaftaran dan pendataan ini merupaksar dmtuk menetapkan
target penerimaan pajak untuk tahun anggaran hieyiiu

b. Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Hibura

Pemerintah Daerah harus mampu menetapkan targetipean pajak
hiburan dalam setiap tahunnya, karena penetapgettgenerimaan pajak
hiburan merupakan salah satu langkah yang dianail dijadikan sebagai
pedoman dalam pemungutan pajak hiburan, dimanandal@netapkan target
penerimaan pajak hiburan tersebut pemerintah daditahtut agar mampu
memprediksi hasil yang akan diterima dengan teegpdadoman pada hasil
kerja semua unit pada Dinas Pendapatan.

Secara keseluruhan kegiatan penetapan target pew@eripajak hiburan
tidak berjalan optimal. Target penerimaan pajakutdh tahun 2008-2010
tidak tercapai. Hal ini terjadi aparat Dinas Peradap kurang giat dan aktif
dalam melakukan pemungutan dan juga Pemerintah aBDaeenderung
menetapkan target yang lebih tinggi dari apa yapgediksikan oleh pihak
Dinas Pendapatan. Di samping itu Dinas Pendapatass ebih giat dan aktif
dalam melakukan pemungutan pajak hiburan agarttargg dicapai. Dengan
demikian seharusnya Pemerintah Daerah lebih rsalisttam menetapkan
target penerimaan pajak hiburan tersebut, sebalamdapelaksanaan
selanjutnya akan ditentukan oleh kinerja dari s#luaparat yang terlibat
langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hibsehmgga target yang

ditetapkan nantinya harus realistis dan berdasdaapataan di lapangan.



Berdasarkan hasil wawancara dapat diketbhbiva Pemerintah Paerah
khususnya Dinas Pendapatan dalam menetapkan tpegetrimaan pajak
hiburan telah mempertimbangkan berbagai faktor yaetatarbelakanginya,
serta didasarkan oleh kinerja aparat yang terlidatam pelaksanaan
pemungutan pajak hiburan. Hal ini dilakukan untulenmperoleh hasil
penerimaan pajak hiburan yang betul-betul sesuagale target yang telah
ditetapkan. Target penerimaan pajak hiburan yamah telitetapkan akan
berpengaruh terhadap RAPBD. Oleh karena itu PemaéribDaerah harus
berusaha secara obyektif dalam menetapkan targetipgan pajak hiburan
tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dalam penuteug pajak hiburan.

a. Peninjauan Tarif Pajak Hiburan

Secara umum tarif pajak hiburan telah ditemtubesarma pada Peraturan
Daerah. Tarif pajak hiburan yang tercantum dalanat8ean Daerah Nomor 6
Tahun 2010 merupakan kesepakatan antara PemekatatBatu dan DPRD
sebagai wakil rakyat, tentu saja hal ini tidak nmudantuk dilakukan
perubahan, dengan kata lain apabila tarif pajalrhib hendak dirubah maka
Peraturan Daerah lah yang harus ditinjau ulang ditakukan perubahan
sesuai dengan tuntutan yang ada.

Peninjauan ini secara umum dilakukan dengaksod untuk mengetahui
apakah suatu obyek pajak itu bertambah, berkembamagjjb pajak
memperpanjang waktu atau wajib pajak memberhentdeggiatannya yang

dapat dikenakan pajak. Peninjauan ini berkaitadang dengan besarnya



tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak. Penajatarif pajak hiburan ini
dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

a. Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapdfota Batu
atau melalui telepon melaporkan apakah kegiatars@mgai obyek
pajak dilanjutkan atau tidak.

b. Aparat dinas melaksanakan peninjauan ke lapangaandi terdapat
obyek pajak tadi, karena pelaksanaan peninjauardilaksanakan
seiring dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendsg¢aagga pada
saat pelaksanaan peremajaan data yang secara istommidah
tercakup di dalamnya peninjauan terhadap tarif kphjduran yang

dikenakan kepada setiap wajib pajak.

Berdasarkan penyajian data bahwa Dinas Pendapatda Eatu
menurunkan aparat untuk melakukan peninjauan igelkalpengawasan
terhadap kegiatan tempat-tempat hiburan di KotauB#tparat Dinas
Pendapatan Kota Batu diberi kewenangan untuk mntelgembukuan
keuangan pengelola tempat hiburan dan secaraulaggaembaur dengan
para wisatawan yang berkunjung di tempat hiburarsebt. Dari
pelaksanaan peninjauan oleh aparat dinas pendapmipat diketahui
kondisi jumlah pengunjung tempat wisata. Hal inpadjelas oleh pihak
pengelola tempat hiburan yaitu manajer marketingSBReny Wirabayu
mengatakan bahwa pada hari biasa, kunjungan wiaatkerBNS mencapai
2.000 orang perharinya, namun saat libur panjangjade sekitar 4.000-

5.000 orang. Manajer Marketing Jatim Park |, T&ilAriyanto,menjelaskan



pada hari libur biasa kunjungan wisata ke Jatimk Ramencapai 3.000
orang, namun pada libur panjang mencapai 5.000-6608y wisatawan.
Secara keseluruhan peninjauan tarif pajak hiburan dudah
dilaksanakan secara intensif namun masih belummaptiAparat Dinas
Pendapatan telah melakukan peninjauan langsun@pdingan. Namun,
kegiatan ini harus lebih ditingkatkan agar tidaka akecurangan yang
dilakukan oleh pihak pengelola tempat hiburan dayajtarget penerimaan
pajak hiburan dapat tercapai setiap tahunnya.
b. Pengawasan Pajak Hiburan
Dalam aktivitas untuk mencapai tujuan organisasgngawasan
memegang peranan yang cukup penting. Jadi pengaveakdah kunci
keberhasilan dalam rangka peningkatan penerimagak péuran. Untuk
mendapatkan hasil penerimaan pajak hiburan yangsimak guna
mewujudkan pembangunan daerah yang maju, amanndadiri dengan
semangat otonomi daerah, maka diperlukan sistengapeasan yang
memadai terhadap sumber-sumber perpajakan khuspamahiburan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajakarhi
disamping ada dasar hukum juga harus berpedoman pads-asas
pemungutan yang baik, agar diperoleh hasil sejtanuyang diharapkan,

khususnya terhadap pemberian layanan kepentingamum

Salah satu bentuk pengawasan terhadap petaksaemungutan pajak
hiburan di Kota Batu telah disebutkan dalam Peaatudaerah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 35, “ Kepz&rah dalam



rangka pengawasan berwenang untuk menguji kepatpleamenuhan
kewajiban pajak daerah dan tujuan-tujuan lain datamgka melaksanakan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan DaerdRediabusi”.
Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian tab&blpengawasan
yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitlarsepemantauan
berkala, aparat Dinas Pendapatan terbagi dalam @lithana setiap tim
terdiri dari 4-5 orang. Tim ini melakukan pengawaserhadap tempat-
tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Batu. Peagan tersebut untuk
mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyigga atau
tindakan lain yang sekiranya bisa mengurangi pere&an pajak hiburan.
Pengawasan terhadap wajib pajak hiburan baik yamgifat permanen
maupun insidentil yang menggunakan karcis yangotpgrasi dan
komputasi. Dengan adanya pengawasan tersebut plfaaraagar tujuan

yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Berdasarkan penyajian gambar 7, dapat diketahuvéd&arcis masuk
hiburan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapkitia Batu adalah
karcis yang terporporasi (dilubangi dan distempeddn karcis yang
terkomputasi seperti contoh pada gambar 7 adalatiskenasuk Jatim
Park. Dalam kegiatan pengawasan ini aparat Dinaddpatan datang ke
tempat penyelenggaraan hiburan tersebut untuk aietipakah seluruh
karcis tersebut telah diporporasi atau tidak.

Secara keseluruhan pengawasan pajak hiburan ydaksatiakan

oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sudah dilaksanaskaara intensif



namun belum optimal. Pelaksanaan pengawasan besjalg telah
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu ternyidak dapat
mendukung tercapainya target penerimaan pajak dnbtahun anggaran
2008-2010. Oleh karena itu, upaya ini masih hasbghlditingkatkan lagi
karena suatu pengawasan itu memegang peranan wagatspenting.
Pegawai Dinas Pendapatan harus setiap hari melakpkagawasan
terhadap tempat-tempat hiburan yang ada di wildfata Batu. Dalam
melakukan pengawasan pajak hiburan aparat DinadaPpatan Kota Batu
harus lebih optimal lagi. Dengan adanya pengawgang dilakukan oleh
aparat Dinas Pendapatan Kota Batu ini maka dapatngieatkan target
dalam setiap tahun anggaran dan mencegah terjagieggimpangan-
penyimpangan dan meminimalisasi penyebab terjadingaipulasi data
serta kebocoran PAD dari sektor pajak hiburan.
c. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Kata t®lah
melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peaanmpajak
hiburan. Upaya tersebut salah satunya adalah pgeateng kesadaran wajib
pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak merupalsama atau cara
untuk memberitahukan atau menginformasikan kepaaddo wajak bahwa
membayar pajak atas obyek wajib pajak yang merekiki merupakan
suatu kewajiban, dengan kata lain wajib pajak yaegniliki obyek pajak
wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan atmatupan yang

berlaku.



Kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak hiburanakBatu dalam
membayar pajak tepat waktu masih rendah. Terdaatdjib pajak yang
bermasalah dalam pembayaran pajak hiburan yaitu Bight Spectacular
dan Jatim Park 1 yang menunggak membayar pajakdniaelama tahun
anggaran 2008-2010 sebesar Rp 10.220.000.000,0niHerjadi karena
pihak BNS dan Jatim Park 1 merasa tarif yang diblkdoa terlalu tinggi.
Penunggakan pembayaran ini jelas mempengaruhisasalpenerimaan
pajak hiburan tahun anggaran 2008-2010 yang tidakcapai target yang
telah ditetapkan.

Kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak sudédiksdinakan
masih belum optimal. Berdasarkan gambar 8 dapatatikii bahwa aparat
Dinas Pendapatan Kota Batu hanya memberlakukarsisdekda sebesar
2% setiap bulan kepada setiap wajib pajak yang ragerbpajak tidak
tepat waktu. Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkaat lebih giat dan
aktif dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajaku seperti
mengadakan diskusi bersama antara aparat Dinasajpaad dan wajib
pajak hiburan. Aparat Dinas Pendapatan Kota Battushanampu
mendidik wajib pajak agar lebih memiliki kesada@engan membayar
pajak, serta harus mampu memupuk kepercayaan kepaderintah
Daerah bahwa pajak yang telah dibayar oleh wajjakpakan digunakan
dan dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Batu.

2. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

a. Penambahan Wajib Pajak



Pendaftaran dan pendataan wajib pajak hibdifakukan setiap bulan
yaitu aparat dinas berkeliling mencari tempat-tetmpuran baru dan
juga melakukan peremajaan data sehingga terjadibpban data wajib
pajak. Perubahan tersebut biasanya terjadi kardaaya penambahan
wajib pajak yang dilakukan atau diinginkan oleh itvgjajak itu sendiri,
sehingga terjadi peremajaan data jumlah wajib pafaksusnya wajib
pajak hiburan meskipun setiap bulannya belum tentmengalami
perubahan baik itu dalam penambahan maupun permuwegé pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kmugs Dinas
Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan pajak dnbdengan cara
melakukan penambahan wajib pajak hiburan. Upayailakukan Dinas
Pendapatan Kota Batu untuk meningkatkan penerinmsaak hiburan
seperti melakukan pendaftaran dan pendataan jumégip pajak pada
setiap bulannya.

Secara keseluruhan upaya ini sudah dilaksanakcara aktif namun
belum optimal. Upaya ini harus lebih ditingkatkaamil yaitu dengan
seperti melakukan pendaftaran dan pendataan jumégitb pajak baru
maupun lama pada setiap bulannya. Dan juga apiaeg Hdarus lebih jeli
lagi terhadap potensi-potensi hiburan di Kota Batang belum

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan obyeklphjburan Kota Batu.

2. a. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 20016
Dinas pendapatan harus mampu menetapkan targetimaae pajak

hiburan dalam setiap tahunnya, karena penetapget taenerimaan pajak



hiburan merupakan suatu langkah yang diambil dgedi#an sebaga

pedoman dalam pemungutan pajak hiburan, dimanandalanetapkan
target penerimaan pajak hiburan tersebut dinasgpertdn dituntut agar
mampu memprediksi hasil yang akan diterima dengtaptberpedoman
pada hasil kerja semua unit pada Dinas Pendapatéa Batu. dengan
demikian pihak Dinas Pendapatan Kota Batu tidala liembarangan
dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburaehiet, sebab dalam
pelaksanaan selanjutnya akan ditentukan oleh kirgaji seluruh aparat
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungpégak hiburan,

sehingga target yang ditetapkan nantinya harusstisatian berdasarkan
kenyataan di lapangan.

Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dp&aksanaan
pemungutan pajak hiburan, maka terlebih dahulu kiteus mengetahui
realisasi penerimaan pajak hiburan tersebut, kardasa realisasi
penerimaanlah dapat diketahui seberapa besar pganagang dapat
dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendapatan.

Dinas Pendapatan Kota Batu sebagai salah satuyingsmempunyai
kewenangan dalam pemungutan pajak hiburan memiigk untuk
mengusulkan besarnya target yang akan dicapai,ipugskesarnya target
tahunan pajak hiburan pada akhirnya yang menenta#talah Pemerintah
Daerah Kota Batu dengan persetujuan DPRD.

Berdasarkan penyajian data tabel 16 dapat diketahldhal sebagai

berikut:



a. Tahun 2007 target pajak hiburan sebesar Rp 1.30@00,00 dan
terealisasi sebesar Rp 1.490.996.971,00 yang bepnsentase
penerimaan 114,69%.

b. Tahun 2008 target pajak hiburan sebesar Rp 2.39200,00 dan
terealisasi sebesar Rp 1.371.712.570,00 yang bepmsentase
penerimaan 57,35%.

c. Tahun 2009 target pajak hiburan sebesar Rp 2.80@00,00 dan
terealisasi sebesar Rp 1.978.360.490,00 yang bemsentase
penerimaan 70,66%.

d. Tahun 2010 target pajak hiburan sebesar Rp 4.00@00,00 dan
terealisasi sebesar Rp 2.766.190.750,00 yang bensentase
penerimaan 69,15%.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui balelams pemungutan
pajak hiburan yang memenuhi target yang telah aptetn oleh Pemerintah
Daerah dengan prosentase penerimaan mencapaidabii00%. Realisasi
penerimaan pajak hiburan pada tahun 2007 mencajgstttarget yang telah
ditetapkan. Sedangkan pada tahun anggaran 200&sdemgan 2010 tidak
mencapai target yang ditetapkan namun terdapaikeenpumlah penerimaan
pajak hiburan.

Penetapan standar penerimaan setiap tahun anggangndibuat oleh
Dinas Pendapatan sebenarnya bukan merupakan siatuular untuk

menentukan keberhasilan dalam mencapai target dadetiap tahun.



Seharusnya Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki @wtat untuk menilai
suatu keberhasilan.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan paijalran akan sangat
berpengaruh terhadap pajak daerah. Oleh karesetiap Pemerintah Daerah
dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangk&tors@ajak hiburan
tersebut, sehingga akan memperoleh hasil yang aptsabagai sumber
pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penyajian data tabel 17 dapat dikethalhal sebagai

berikut:

a. Tahun 2007 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 246®71,00 dan
realisasi pajak daerah sebesar Rp 6.204.910.88%a0@ berarti
prosentase penerimaannya 24,03%.

b. Tahun 2008 realisasi pajak hiburan sebesar Rp Z.8Z5670,00 dan
realisasi pajak daerah sebesar Rp 6.841.187.88¢a0@ berarti
prosentase penerimaannya 20,05%.

c. Tahun 2009 realisasi pajak hiburan sebesar Rp B60&l90,00 dan
realisasi pajak daerah sebesar Rp 7.861.348.12%20@ Dberarti
prosentase penerimaannya 25,17%.

d. Tahun 2010 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 296650,00 dan
realisasi pajak daerah sebesar Rp 9.529.225.95¢a0Q berarti

prosentase penerimaannya 29,03%.



Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kmrgripajak hiburan
terhadap pajak daerah mengalami peningkatan pada &nggaran 2009
dan 2010 dan mengalami penurunan pada tahun amgg2088.
Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah paklan anggaran 2007
sebesar 24,03%, sedangkan kontribusi pajak hikeraadap pajak daerah
pada tahun anggaran 2008 sebesar 20,05%. Halramtideontribusi pajak
hiburan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2008-2hengalami
penurunan sebesar 3,98%. Pada tahun anggaran Q008r2engalami
peningkatan sebesar 5,12%. Dan pada tahun angg@a@82010 juga
mengalami kenaikan namun tidak seberapa yaitu aeBe&6%.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

Sedikit banyak PAD dipengaruhi oleh pajakunéim, karena pajak hiburan
merupakan salah satu sektor andalan dalam penerilReadapatan Asli
Daerah Kota Batu. Oleh karena itu penerimaan phjakran yang cukup
besar maka akan mendongkrak PAD.

Berdasarkan penyajian tabel 18 dapat diketahuigselberikut:

a. Tahun 2007 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 246®71,00 dan
realisasi PAD sebesar Rp 16.332.164.513,19 yangrtb@rosentase
penerimaannya 9,13%.

b. Tahun 2008 realisasi pajak hiburan sebesar Rp Z.8Z5670,00 dan
realisasi PAD sebesar Rp 14.202.630.312,49 yanartbg@rosentase

penerimaannya 9,66%.



c. Tahun 2009 realisasi pajak hiburan sebesar Rp B6@&190,00 dan
realisasi PAD sebesar Rp17.386.741.568,44 yangrtbg@rosentase
penerimaannya 11,38%.

d. Tahun 2010 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 296650,00 dan
realisasi PAD sebesar Rp 17.735.602.953,95 yangrtb@rosentase

penerimaannya 15,60%.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bapada tahun anggaran
2007 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dapatcapai 9,13% dan
pada tahun anggaran 2008 kontribusi pajak hibuzbesar 9,66%. Hal ini
berarti bahwa pada tahun anggaran 2007-2008 kastriimajak hiburan
mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Untuk tahun aagg2008-2009
mengalami mengalami kenaikan sebesar 1,72% dantphda anggaran
2009-2010 mengalami kenaikan sebesar 4,22%

Dari uraian diatas kontribusi pajak hiburan ini a@iagitingkatkan lagi
dengan cara pemungutan pajak hiburan secara efiektibpabila dikelola
secara optimal pajak hiburan memiliki potensi yaaggat besar dalam
menunjang PAD yang nantinya digunakan untuk pemirsary daerah.
Keberhasilan untuk meningkatkan prosentase korsrierupakan hasil
kerja keras dari aparat Dinas Pendapatan Kota @#lam meningkatkan
jumlah penerimaan pajak hiburan sebagai salahssatier PAD.

Pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang PADes®ar
mengalami peningkatan dan penurunan penerimaanidakeabilan

penerimaan ini disebabkan oleh tingginya targetgyditetapkan dan



adanya ketidakdisiplinan dari para wajib pajak dalmembayar pajak.
Dinas Pendapatan Kota Batu berusaha dengan sumsgoglguh dalam
upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan selssdah salah satu
faktor penunjang PAD.

Dengan demikian pajak hiburan sebagai salah satunpgng PAD
mempunyai kontribusi yang besar khususnya dalam unjang
pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalanandi seluruh
Pemerintah Daerah dituntut mampu mengelola dan mamp
mengembangkan kemampuannya sendiri dalam menjaianigas-tugas

pemerintahannya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pabal\Bamaka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan berbapaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak hiburan sebagai saih sumber PAD
Kota Batu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PendapKbta Batu terdiri
dari dua upaya vyaitu, upaya intensifikasi dan eisifikasi. Upaya
intensifikasi dibagi menjadi 5 yaitu pendaftaram geendataan obyek dan
wajib pajak; sistem penetapan target penerimaaakgaburan; peninjauan
tarif pajak hiburan; pengawasan pajak hiburan; ngkatan kesadaran
wajib pajak. Selain itu upaya ekstensifikasi yailgk$anakan oleh Dinas
Pendapatan Kota Batu ialah dengan melakukan perambaajib pajak.
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang teldakdanakan oleh Dinas
Pendapatan Kota Batu ternyata tidak berhasil dalaeningkatkan
penerimaan pajak hiburan sebagai sumber PAD Kottu. Bdal ini
disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja aphinsts pendapatan
dalam melakukan pendaftaran dan pendataan obyekwdgib pajak.
Aparat dinas kurang giat dan aktif dalam pengawasgak hiburan dan
masih kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak masyarakat umum

tentang kewajiban sebagai warga negara untuk meanipayak.



B. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2007 sadgmgjan 2010, yaitu:
hanya pada tahun anggaran 2007 realisasi penerirpagk hiburan
mencapai target yang ditetapkan, meskipun demil@alisasi penerimaan
pajak hiburan setiap tahunnya selalu mengalami ikana Hal ini
disebabkan karena target yang ditetapkan oleh PaaterDaerah Kota
Batu dan DPRD Kota Batu terlalu tinggi. Pemerin2derah Kota Batu
dan DPRD terlalu optimis dalam menentukan besatayget yang harus
dicapai pada tahun anggaran 2008-2010. Selain falfor yang
menyebabkan tidak tercapainya target pajak hiby@ea empat tahun
terakhir yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak mMataembayar pajak
dan aparat Dinas Pendapatan Kota Batu kurang @at aktif dalam
melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak mb#i@ntribusi pajak
hiburan terhadap Pajak Daerah pada tahun angg@ddhs2besar 29,03%
dan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada rnaBQ10 sebesar
15,60% sehingga pada tahun anggaran 2011 jumlabbigr masih bisa
ditingkatkan lagi mengingat pajak hiburan mempumgensi yang cukup
besar untuk dipungut di Kota Batu.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lthisa maka penulis berusaha
memberikan masukan yang diharapkan dapat membenianfaat kepada
Kota Batu dalam meningkatkan penerimaan pajak Aibyang nantinya dapat

menunjang PAD. Masukan tersebut adalah sebagé&iveri



1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kuramdm@padaran wajib
pajak hiburan dengan melakukan program sosialsaga meningkatkan
pengawasan terhadap wajib-wajib pajak yang ada. angnperlu disadari
bahwa kendala semacam ini sudah sangat mengakardoasnasyarakat
secara umum. Namun dengan usaha optimalisasi yakgimmal untuk
menyadarkan masyarakat hingga paling tidak Pajakrdba khususnya
pajak hiburan dapat diterima oleh masyarakat, ggfaidengan sendirinya
masyarakat akan timbul motivasi dan kesadaran giribatuk membayar
pajak.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sistam gtosedur yang
selama ini dilakukan, pihak Dinas Pendapatan dilam@a segera
menerapkan sistem dan prosedur yang baru dalanpemlelenggaraan
pajak daerah pada umumnya dan terhadap pajak hilpada khususnya
sebagaimana sistem dan prosedur yang baru terselaint diterbitkan
sistem dan prosedur baru yang didasarkan pada gfdiadgang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomoattnl 2010
Tentang Pajak Hiburan

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terbgasjumlah
kemampuan aparat pelaksana, pihak Dinas Pendagdtarapkan untuk
melakukan penambahan jumlah aparat serta pembagaanat dari aspek
pendidikan dan pelatihan atau diklat perlu mendagahatian yang lebih
besar dari pihak Dinas Pendapatan terutama apamngtterjun ke lapangan

untuk memungut pajak hiburan agar dapat berscssalidengan baik



dengan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan imritdin sesuai dengan
bidang tugas masing-masing aparat dan aparat yiugkdn dalam diklat

bukan saja aparat yang mempunyai jabatan tinggenkarstiap aparat
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

. Upaya yang dapat dilakukan terhadap belum adanyardeyang diberikan

kepada wajib pajak, dalam hal ini Pemerintah Daefalta Batu bisa

memebrikan penghargaan kepada para wajib pajaksesaya teratur telah
membayar pajaknya. Penghargaan ini bisa berupa ampiag/ang

menunjukkan sebagai warga teladan yang telah meanip@jak maupun
dalam bentuk potongan nilai pajakya sebagai diskamena telah

membayar pajaknya secara teratur. Akan tetapi begepun juga,

membayar adalah kewajiban bagi masyarakat tanpa eatael-embel

hadiah bagi yang telah membayarnya. Oleh karetahitnaka kita sebagai
warga masyarakat yang baik tentunya bisa menjahaiieavajiban kita

membayar pajak demi keberlangsungan kehidupan lyaikgdan sejahtera.
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